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ABSTRAK 

PELAKSANAAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN 

KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI 

KABUPATEN PANDEGLANG  

 

Oleh: 

 

RIZKY RAMADHANI 

 

Kabupaten Pandeglang termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat 

ketergantungan yang relatif tinggi terhadap transfer pemerintah Pusat dan Daerah. 

Data tahun 2024, menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) 

hanya sekitar 8% dari total pendapatan daerah. Opsen pajak kendaraan bermotor 

(PKB) merupakan tambahan atas pajak yang dikenakan oleh pemerintah Kabupaten 

atau Kota khususnya atas PKB. Dipungut Bedasarkan ketentuan Undang-Undang 

No.1 Tahun 2022 diharapkan mampu untuk meningkatkan PAD dan mendorong 

indepedensi fiskal. berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua 

permasalahan 1) Bagaimana Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Pandeglang dan 2) Apa saja faktor 

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan opsen pajak kendaraan bermotor di 

Kabupaten Pandeglang 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data primer 

diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Samsat 

Kabupaten Pandeglang dan Kepala Bidang pendapatan Bapenda Kabupaten 

Pandeglang. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif untuk memberikan 

gambaran  mendalam mengenai pemanfaatan dan faktor penghambatnya. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan opsen PKB di Kabupaten 

Pandeglang telah berjalan sesuai ketentuan PP No. 35 Tahun 2023 dengan 

kontribusi opsen mencapai 43,13 % dari total penerimaan PAD dan mengalami 

kenaikan sebesar 4,67% dari total DBH PKB Tahun 2024, sehingga berdampak 

positif terhadap peningkatan PAD dan 2) Faktor pendukung keberhasilan penerapan 

opsen meliputi sinergi antara Samsat dan Bapenda melalui share cost, role sharing, 

dan perjanjian kerja sama (PKS). Adapun faktor penghambatnya adalah rendahnya 

kesadaran wajib pajak. Secara keseluruhan, opsen PKB terbukti menjadi langkah 

strategis dalam meningkatkan PAD dan mendorong kemandirian fiskal 

Kabupaten Pandeglang 

 

Kata Kunci: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, 

Indepedensi Fiskal



 

 

ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF THE MOTOR VEHICLE TAX SURCHARGE 

AND ITS CONTRIBUTION TO REGIONAL ORIGINAL REVENUE IN 

PANDEGLANG REGENCY 

By: 

Rizky Ramadhani 

Pandeglang Regency is categorized as a region with a relatively high level of 

dependence on transfers from the central and provincial governments. Data from 

2024 indicate that locally generated revenue (PAD) contributes only about 8% of 

the total regional income. The motor vehicle tax surcharge (opsen PKB) is an 

additional levy imposed by regency or municipal governments specifically on the 

motor vehicle tax. Collected pursuant to Law No. 1 of 2022, this surcharge is 

expected to enhance PAD and strengthen fiscal independence. Based on this 

context, the study formulates two research questions: 1) How is the implementation 

of the motor vehicle tax surcharge carried out, and what is its contribution to PAD 

in Pandeglang Regency? and 2) What supporting and inhibiting factors affect the 

implementation of the surcharge in Pandeglang Regency?. 

 

This research applies both normative and empirical juridical approaches. Primary 

data were obtained through interviews with the Head of the Administration 

Subdivision of the Pandeglang Samsat Office and the Head of the Revenue Division 

of the Pandeglang Regional Revenue Agency (Bapenda). The data were analyzed 

qualitatively to provide an in-depth description of the implementation and its 

constraints. 

 

The findings reveal that (1) the implementation of the motor vehicle tax surcharge 

in Pandeglang Regency has been carried out in accordance with Government 

Regulation No. 35 of 2023, with the surcharge contributing 43.13% of total PAD 

revenue and increasing by 4.67% from the 2024 PKB revenue-sharing funds (DBH 

PKB), thereby positively influencing PAD growth; and 2) supporting factors 

include strong collaboration between the Samsat Office and Bapenda through cost-

sharing, role-sharing, and formal cooperation agreements. The primary inhibiting 

factor is the low tax compliance among vehicle owners. Overall, the surcharge 

mechanism has proven to be a strategic instrument for increasing PAD and 

promoting fiscal independence in Pandeglang Regency. 

 

Keywords: Motor Vehicle Tax Levy, Local Own-Source Revenue, Fiscal 

Independence
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Pandeglang yang pernah dikategorikan daerah tertinggal  tertinggal 

dilihat dari berbagai indikator diantara-Nya penerimaan penerimaan keuangan 

daerah, indeks pembangunan manusia dan tingkat perekonomian masyarakat yang 

ditunjukkan melalui tingkat pengangguran masyarakat Pandeglang dan 

perbandingan penduduk miskin yang ada di Provinsi Banten Dilihat dari aspek 

penerimaan keuangan, Kabupaten Pandeglang masih mengandalkan penerimaan 

dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi diantara-Nya adalah melalui dana 

perimbangan, dana lainnya dan transfer pemerintah provinsi. Sedangkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang sendiri masih sangat kecil bila 

dibandingkan dengan penerimaan PAD sektor transfer pemerintah pusat dan 

pemerintah provinsi. PAD Kabupaten Pandeglang tahun 2024 hanya sekitar 

Rp.207.193.230.347,00,- atau hanya 8 persen dari total penerimaan Kabupaten 

Pandeglang.1 

 

Sedangkan Provinsi Banten menempati posisi kelima dengan total 8,47 juta unit 

kendaraan. Sepeda motor tetap mendominasi di provinsi ini, dengan jumlah 

mencapai 7,18 juta unit.2 

                                                

1 Badan pusat statistik, http://pandeglangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjQjMQ==/realisasi-

penerimaan-kabupaten-pandeglang-menurut-jenis-pendapatan , (diakses pada 26 April 2025, Pukul 

02.30 WIB) 
2https://data.goodstats.id/statistic/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-indonesia-sepeda-

motor-terbanyak-KC4lR, (diakses pada 26 April 2025, Pukul 02.37 WIB) 

https://data.goodstats.id/statistic/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-indonesia-sepeda-motor-terbanyak-KC4lR
https://data.goodstats.id/statistic/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-indonesia-sepeda-motor-terbanyak-KC4lR
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Tabel 1. Data penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia 

(sumber : Goodstats) 

 

Hal ini sangat berbanding terbalik dengan penerimaan PAD di Kabupaten 

Pandeglang yang rendah. Dimana Provinsi Banten yang Cukup banyak pengendara 

motor nya di sandingkan dengan PAD yang rendah di Kabupaten Pandeglang 

rendah banyak sekali infrastruktur di Kabupaten tersebut yang mengalami, 

kerusakan dan tiadanya pembaharuan. 

 

Rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator 

persoalan mendasar yang menghambat kemandirian fiskal banyak daerah di 

Kabupaten Pandeglang. Lemahnya sistem administrasi pajak dan rendahnya 

Kesadaran wajib pajak sehingga kurangnya penerimaan daerah  yang menyebabkan  

PAD tidak berkembang optimal. Menurut teori  fiscal decentralization yang 

dikemukakan oleh Oates, kemampuan daerah dalam menggali pendapatan sendiri 

sangat penting untuk menunjang efektivitas otonomi daerah. Dengan demikian, 

opsen pajak muncul sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan penerimaan PAD 

secara legal dan terstruktur.  

 

 

 



3 

 

 

 

Pajak daerah adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh individu atau 

badan hukum kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

tanpa memperoleh keuntungan langsung, dan dana tersebut digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan daerah guna kesejahteraan masyarakat.3 

 

Pajak daerah terbagi menjadi dua jenis: pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. 

Pajak provinsi mencakup berbagai jenis pajak, seperti pajak atas kendaraan 

bermotor, BBNKB, pajak bahan bakar, pajak untuk sumber air permukaan, serta 

pajak tembakau. Di sisi lain, pajak kabupaten/kota mencakup pajak untuk hotel, 

pajak dari restoran, pajak hiburan, pajak untuk iklan, pajak penerangan jalan, pajak 

untuk mineral yang bukan logam dan bahan bantu, pajak parkir, pajak untuk air 

tanah, dan lain-lain.4 

 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah pajak yang dikenakan pada kepemilikan 

dan/atau penggunaan kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-Undang No. 1 

Tahun 2022. PKB memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah 

sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. 

5Sebagai salah satu pajak yang dipungut oleh provinsi, PKB termasuk dalam 

kategori pajak daerah. Umumnya, PKB merujuk pada pajak pokok yang harus 

dibayar setiap tahun tanpa adanya biaya tambahan seperti denda atau sanksi. Selain 

itu, PKB juga berfungsi sebagai acuan untuk menentukan jumlah pajak yang 

dibayar oleh pemilik kendaraan. Tarif maksimum untuk PKB adalah 1,2%, dan 6% 

untuk pemilik dua kendaraan atau lebih, yang dihitung berdasarkan nilai pasar 

kendaraan tersebut. Lebih jauh, besaran pajak ini berbeda-beda di setiap daerah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 

2023 Kabupaten Pandeglang, setiap orang atau badan usaha yang memiliki 

kendaraan bermotor diwajibkan membayar pajak atas kepemilikan dan/atau 

penggunaan kendaraan mereka. Kendaraan bermotor yang dimaksud dalam 

                                                

3mardidiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi kementrian keuangan. hlm 14 
4Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis dan Tarifnya, diakses dari https://www.online 

pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah (diakses pada Minggu, 16 Februari 2025 pukul 20.00 

WIB) 
5 Diki, Defria, (Oktober 2021 ). Pengertian ciri-ciri, jenis dan tarifnya dalam rangka meningkatkan 

kualitas pelayanan Publik di Kantor Samsat Pandeglang. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti praja, Vol. 

11, No. 2 , hlm 164. 
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peraturan ini mencakup semua jenis kendaraan beroda serta perlengkapannya, yang 

digunakan di berbagai jenis jalan dan dioperasikan dengan mesin. PKB menjadi 

salah satu sumber pendapatan yang krusial bagi pemerintah daerah Kabupaten 

Pandeglang. Peran PKB dalam kontribusi terhadap pendapatan daerah (PAD) 

sangat vital untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan 

masyarakat. 

 

Sedangkan Opsen pajak (Piggyback Tax) sendiri merupakan tambahan atas pajak 

seperti PKB dan BBNKB, yang sebagian hasilnya diberikan kepada pemerintah 

daerah kabupaten dengan dasar hukum UU HKPD. Dengan penerapan opsen pajak, 

daerah dapat memperluas sumber pendapatannya tanpa harus membuat jenis pajak 

baru yang berpotensi menambah beban masyarakat secara berlebihan. Selain itu, 

opsen pajak berpotensi memberikan pemasukan yang stabil dan berkelanjutan 

karena terkait dengan aktivitas ekonomi yang terus berlangsung, seperti 

kepemilikan dan peralihan kendaraan bermotor. Namun demikian, agar opsen pajak 

efektif meningkatkan PAD, diperlukan penguatan kapasitas administrasi 

perpajakan, digitalisasi layanan, serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat 

agar mereka memahami tujuan dan manfaat dari pungutan ini. Dengan pendekatan 

yang sistematis dan berbasis pada prinsip keadilan fiskal, opsen pajak dapat 

menjadi kunci untuk memperbaiki kemandirian fiskal daerah dan mendukung 

pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia. 

 

Opsen PKB merupakan pajak tambahan yang dikenakan oleh pemerintah 

kota/kabupaten atas PKB, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang. 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 telah disahkan untuk menggantikan Undang-

Undang No. 28 Tahun 2009 yang mengatur mengenai pajak daerah. Pajak daerah 

mencakup pajak atas kendaraan bermotor.  PKB adalah pajak yang dikenakan pada 

kepemilikan dan/atau pemakaian kendaraan bermotor. Pada Pasal 1, ayat 61 dan 62 

Undang-Undang HKPD dinyatakan bahwa Opsen merupakan pajak tambahan 

dengan persentase tertentu.6 Pajak kendaraan bermotor dipungut oleh pemerintah 

                                                

6 smsat Sleman, Benarkah opsen pajak Kendaraan bermotor Membuat Pajak kendaraan Naik diakses 

darihttps://samsatsleman.jogjaprov.go.id/index.php/248-benarkah-opsen-membuat-

pajakkendaraan-naik pada Senin, 17 Februari 2025 pukul 19.53 WIB 
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provinsi, dan sebanyak 66% dari pendapatan tambahan pajak kendaraan bermotor 

akan dialokasikan untuk kabupaten/kota. dengan kebijakan ini diharapkan dapat 

meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kabupaten dan kota. 

 

Berkaitan dengan itu Penulis mencoba mengaitkan dengan salah satu Kabupaten 

tertinggal yaitu Kabupaten Pandeglang, Daerah Tertinggal adalah Daerah 

Kabupaten yang wilayahnya serta masyarakatnya kurang berkembang 

dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Pembangunan daerah tertinggal 

merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di  

daerah  yang  masih  mengalami  ketertinggalan  dari  daerah lainnya.7 Satu daerah 

dapat dikatakan tertinggal bisa di lihat dari berbagai kriteria sebagai berikut: (1) 

Perekonomian masyarakat, (2) Sumber daya manusia, (3) sarana dan prasarana, (4) 

kemampuan keuangan daerah, (5) aksebilitas dan karakteristik daerah  

 

Dalam konteks ini dapat dilihat seberapa Opsen PKB dalam meningkatkan PAD, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Undang-Undang nomor 1 

tahun 2022 terkait Penambahan (Opsen) pajak kendaraan bermotor di provinsi 

Banten untuk pengembangan PAD kabupaten Pandeglang,  terlebih Pandeglang 

merupakan daerah yang tertinggal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

7Nabila, Putri Azahra. (2025). Peran Pemerintah Kabupaten Pasaman Dalam Pembangunan Daerah 

Tertinggal di Kecamatan Simpang Alahan Mati. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Vol. 06, 

hlm. 2. 
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1.2 Rumusan Masalah dan Ruang lingkup Penelitian  

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1) Bagaimana Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang 

2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Bagaimana Pelaksanaan 

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Pandeglang? 

 

1.2.2 Ruang Lingkup 

Penelitian ini berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara dengan fokus kajian 

pada pajak daerah. Pembahasan secara khusus diarahkan pada opsen Pajak 

Kendaraan Bermotor yang melibatkan hubungan kewenangan antara pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun penelitian dilaksanakan pada 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Pandeglang 

sebagai objek dan lokasi penelitian. Dari sisi temporal, penelitian ini dibatasi pada 

periode tahun 2025. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: 

1) Untuk Mengetahui bagaimana Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Pandeglang? 

2) Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam 

Bagaimana Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang? 
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1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. 

1.4.1 Manfaat dan kegunaan penelitian 

Manfaat dan kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

bahan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Pajak tentang Opsen 

Pajak daerah . 

1.4.2 Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Praktis 

a. menjadi salah satu referensi bacaan terkait bagaimana Peran Opsen pajak 

dalam Peningkatan di kabupaten  Pandeglang atau kota di daerahnya 

b. menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Lampung 

untuk mengevaluasi produk hukum yang berlaku terkait dengan Opsen 

Pajak kendaraan bermotor 

c. Sebagai bahan edukasi bagi masyarakat di Kabupaten Pandeglang 

d. sebagai sumber referensi terhadap penelitian serupa dimasa yang akan 

datang



 

 

BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kewenangan Daerah 

2.1.1 Pengertian dan Konsep Dasar Kewenangan Daerah 

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, istilah "wewenang" memiliki arti yang 

sama dengan "kewenangan", yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk 

bertindak, otoritas dalam pengambilan keputusan, kekuasaan perintah, serta 

penyerahan tanggung jawab kepada individu atau lembaga lain.8 

 

Menurut pandangan Philipus M. Hadjon, dalam hukum Belanda, kata "wewenang 

atau kewenangan" sering dit ìerjìemahkan mìenjadi "bìevoìegdhìeid," walaìupìun t ìerdapat 

pìerbìedaan makna di antara k ìedìuanya. Pìerbìedaan tìersìebìut tìerkait dìengan fakta 

bahwa "bìevoìegdhìeid" dit ìerapkan baik dalam ranah hìukìum privat maìupìun pìublik. 

Sìemìentara itìu, di Indonìesia, istilah " wìewìenang ataìu kìewìenangan" digìunakan 

dalam kont ìeks hìukìum pìublik. Dalam bidang hìukìum konstit ìusi, istilah 

(bìevoìegdhìeid) mìerìujìuk pada kìekìuasaan bìerdasarkan hìukìum. Dìengan kata lain, di 

arìea hìukìum pìublik, hal ini bìerkaitan dìengan kìekìuasaan. Olìeh karìenanya, ini 

dimasìukkan dalam kat ìegori istilah hìukìum pìublik. Dalam kont ìeks hìukìum 

administrasi, praktik tata kìelola pìemìerintahan yang baik sangat t ìerkait dìengan 

otoritas yang dimiliki dan dilaksanakan olìeh pìemìerintah. Prajìudi Atmosìudirdjo 

mìembìedakan antara otoritas dan k ìekìuasaan dalam bidang hìukìum administrasi, 

mìeskipìun pìerbìedaan ini sìering kali tidak t ìerlihat jìelas dalam praktiknya. 

 

 

 

 

 

                                                

8Hidjaz, Kamal. (2010). Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan 

Daerah Di Indonesia. Makasar: Pustaka Refleksi. hlm 35. 
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Kìewìenangan dapat dianggap sìebagai sìebìuah kìekìuasaan formal, yang bìerasal dari 

lìembaga lìegislatif mìelalìui prosìes lìegislasi ( di bìerikan olìeh ìundang - ìundang). 

Sìemìentara it ìu, wìewìenang bìerfìungsi sìebagai dìelìegasi sìebagian dari kìekìuasaan ìunt ìuk 

mìelaksanakan tindakan hìukìum t ìertìent ìu.9 

 

“wìewìenang” bìerasal dari kata “compìetìencìe” dalam bahasa Inggris dan “gìezag” 

dalam bahasa Bìelanda. Dari kìedìua istilah t ìersìebìut jìelas tìerdapat pìerbìedaan makna 

dan pìengìertian sìehingga dalam pìenìempatan kìedìua istilah tìersìebìut harìuslah 

dilakìukan sìecara cìermat dan hati-hati. Pìenggìunaan ataìu pìemakaian kìedìua istilah 

tìersìebìut nampaknya tìerlalìu dipìermasalahkan dalam r ìealitas pìenyìelìenggaraan 

pìemìerintahan kita, hal it ìu mìembìerikan kìesan dan indikasi, bahwa bagi sìebagian 

aparatìur dan pìejabat pìenyìelìenggara Nìegara ataìu pìemìerintahan kìedìua istilah 

tìersìebìut tidaklah bìegit ìu pìenting ìunt ìuk dipìersoalkan. padahal dalam konsìep hìukìum 

administrasi Nìegara kìebìeradaan wìewìenang pìemìerintahan mìemiliki kìedìudìukan  

sangat pìenting. Pìentingnya kìedìudìukan wìewìenang pìemìerintahan tìersìebìut dijìelaskan  

olìeh F.A.M Storoink fan J.G St ìeìenbìeìek sìebagai Landasan konsìept ìual dalam hìukìum 

tata Nìegara dan hìukìum administrasi “hìet bìegrip bìevoìegdhìeid is dan ook ìeìen 

kìernbìergip in hìet staat ìen adinistrativìe rìecht”.10 

 

Dalam kajian ilmìu hìukìum, istilah kìekìuasaan mìerìupakan konsìep yang kìerap 

dijìumpai dan digìunakan. Dalam praktik pìenìulisan maìupìun pìemahaman, kìekìuasaan 

sìering kali dipìerlakìukan sìeolah-olah mìemiliki makna yang sama dìengan 

kìewìenangan, sìehingga kìedìua istilah t ìersìebìut digìunakan sìecara bìergantian. Sìelain 

it ìu, kìewìenangan jìuga tidak jarang disamakan d ìengan istilah wìewìenang, mìeskipìun 

sìecara konsìept ìual kìetiganya mìemiliki pìerbìedaan. Pada dasarnya, kìekìuasaan 

mìencìerminkan sìuat ìu rìelasi antara pihak-pihak t ìertìent ìu, yait ìu adanya sat ìu pihak 

yang mìemiliki kìemampìuan ìunt ìuk mìembìeri pìerintah dan pihak lain yang bìerada 

dalam posisi mìenìerima ataìu mìelaksanakan pìerintah tìersìebìut (thìe rìulìer and thìe 

rìulìed).11 

                                                

9 Atmosudirdjo, P. (1981). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 29 
10 Sadjijono. (1983). Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi. JAKARTA: Pradnya 

Paeamita. hlm. 50 
11 Miriam Budiarjo, Ibid., hlm 35-36 
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Kìewìenangan dimaknai sìebagai hak dan kìekìuasaan yang dimiliki ìunt ìuk mìelakìukan 

sìuat ìu tindakan. Kìewìenangan yang ìumìumnya tìerdiri dari bìebìerapa wìewìenang 

mìerìupakan kìekìuasaan atas golongan orang t ìertìent ìu ataìu kìekìuasaan t ìerhadap sìuat ìu 

bidang pìemìerintahan.12 Istilah kìewìenangan ataìu wìewìenang sìejajar dìengan 

“aìuthority” pada bahasa Inggris dan “bìevo ìegdhìeid” pada bahasa Bìelanda. Aìuthority 

di dalam Black S Law Dictionary diartikan sìebagai Lìegal Powìer; a right to 

command or to act; thìe right and powìer of pìublic officìers to rìeqìuirìe obìediìencìe to 

thìeir ordìers lawf ìully issìuìed in scopìe of thìeir pìublic dìutiìes.13 (Kìewìenangan ataìu 

wìewìenang adalah kìekìuasaan hìukìum, hak ìuntìuk mìemìerintah ataìu bìertindak; hak 

ataìu kìekìuasaan pìejabat pìublik ìunt ìuk mìemat ìuhi atìuran hìukìum dalam lingkìup 

mìelaksanakan kìewajiban pìublik). 

 

Dalam kont ìeks hìukìum, wìewìenang diartikan sìebagai kapasitas yang dibìerikan 

olìeh ìundang-ìundang ìunt ìuk mìenciptakan akibat  hìukìum.14 Olìeh karìena it ìu, 

kìewìenangan adalah otoritas rìesmi yang mìuncìul dari hìukìum, sìedangkan wìewìenang 

adalah pìenjabaran dari kìekìuasaan it ìu sìendiri  yakni, sìetiap ìentitas (sìubyìek hìukìum) 

yang dibìerikan kìekìuasaan olìeh ìundang ìundang  jìuga  mìemiliki 

hak  ìunt ìuk  bìertindak sìesìuai dìengan kìepìentingannya. 

 

Mìenìurìut Bagir Manan, dalam hìukìum, wìewìenang tidak dapat disamakan d ìengan 

kìekìuasaan (macht), karìena kìekìuasaan hanya mìenìunjìukkan adanya hak ìunt ìuk 

bìertindak ataìu tidak bìertindak. Dalam kont ìeks otonomi daìerah, hak t ìersìebìut 

mìencìerminkan kìemampìuan ìunt ìuk mìengat ìur dan mìengìurìus kìepìentingan sìendiri 

(zìelfrìegìelìend). Sìemìentara it ìu, kìewajiban dipahami baik sìecara horizontal sìebagai 

kìewìenangan mìenyìelìenggarakan pìemìerintahan sìecara layak, maìupìun sìecara vìertikal 

sìebagai kìewìenangan mìenjalankan pìemìerintahan dalam kìesat ìuan sist ìem 

pìemìerintahan nìegara.15 

                                                

12 Atmosudirdjo, Prajudi. Ibid. Hlm 6 
13 Henry Campbell Black.1990, Black’s Law Dictionary, West Publishing, hlm.133. 
14 Lotulung, Paulus. Efendy. (1994). Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang 

Baik. Bandung: Citra Adiya Abadi. hlm. 65 
15 Manan, Bagir. (2005). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum 

UII hlm. .37 
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Lìebih lanjìut, bìerdasarkan UU Nomor 30 Tahìun 2014 pasal 1 angka 6 (tìentang 

Administrasi Pìemìerintahan) disìebìutkan t ìentang pìengìertian kìewìenangan adalah 

kìekìuasaan Pìemìerintahan ataìu pìenyìelìenggara nìegara lainnya ìunt ìuk bìertindak dalam 

ranah hìukìum pìublik. Pìengìertian kìewìenangan mìenìurìut H. D. Stoìut dalam bìukìu 

Ridwan HR adalah sìemìua pìerat ìuran yang bìerkaitan dìengan pìerolìehan dan 

pìenggìunaan wìewìenang pìemìerintahan olìeh badan hìukìum pìublik di dalam kìerangka 

hìukìum pìublik.16 Konsìep kìewìenangan yang dipìerkìenalkan olìeh H.D Stoìut tìerdiri 

dari dìua ìunsìur yit ìu harìus adanya pìerat ìuran hìukìum dan adanya sifat hìukìum. 

Sìebìelìum dibìerikanya kìewìenangan kìepada sìebìuah instit ìusi mìenyangkìut yang akan 

mìenjalankan kìewìenangan t ìersìebìut, maka t ìerlìebih dahìulìu harìus dit ìetapkan dalam 

pìeratìuran pìerìundang-ìundangan apa pìun bìent ìuk pìeratìuran tìersìebìut. Sìelanjìutnya, 

Wìewìenang mìenìurìut pìendapat S.F Marbìun mìerìupakan kìecakapan mìenjalankan 

sìebìuah tindakan hìukìum pìublik yang sìecara yìuridis mìerìupakan kìecakapan 

mìenjalankaan yang dipìerolìeh dari ìundang-ìundang ìunt ìuk mìenjalankan hìubìungan-

hìubìungan hìukìum.17 Antara kìewìenangan dan wìewìenang sìering kali disamakan 

dalam bìerbagai bacaan ilmìu politik, ilmìu hìukìum, dan ilmìu pìemìerintahan. 

Kìewìenangan dan wìewìenang kìerap dipandang mìemiliki makna yang sama dan 

digìunakan sìecara bìergantian istilahnya sat ìu dìengan lainya. Kìekìuasaan dimaknai 

hìubìungan dalam pìengìertian “satìu pihak yang mìemìerintah dan pihak lain yang 

mìenjalankan pìerintah” (rìulìe and thìe rìulìed).18  

 

mìenìurìut pìengìertian sìebìelìumnya,disimpìulkan kìewìenangan adalah hak ataìu 

kìekìuasaan yang dipìunyai ìuntìuk mìenjalankan tindakan hìukìum pìublik yang dapat 

mìelakìukan hìubìungan hìukìum dan mìemiliki kìemampìuan ìunt ìuk mìelakìukan sìuat ìu 

pìerbìuatan hìukìum yang sìesìuai dìengan ìundang-ìundang yang bìerlakìu. 

  

                                                

16 Ridwan HR, 2008, Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada hlm. 110 
17 Munaf, Yusri, 2016, Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh., hlm. 53. 
18Budiarjo, Miriam. (1998). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama., 

hlm. 35- 36. 
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2.1.2 Sìumbìer dan Cara M ìempìerolìeh Kìewìenangan 

Asas lìegalitas dipandang sìebagai pilar dan dasar ìutama dalam pìenyìelìenggaraan 

pìemìerintahan dalam sist ìem nìegara konstit ìusional yang dikìenal dalam nìegara 

hìukìum. Dalam kont ìeks pìelaksanaan kìewìenangan pìemda ìunt ìuk mìengatìur dan 

mìengìurìus ìurìusan pìemìerintahannya, sìumbìer kìewìenangan mìenjadi salah sat ìu poin 

pìenting, mìengingat pada prinsipnya daìerah dalam konstr ìuksi nìegara kìesatìuan, 

pìelaksanaan pìemìerintahan daìerah tidak bolìeh bìertìentangan dìengan pìemìerintah 

pìusat. Dalam kont ìeks nìegara hìukìum, sìumbìer kìewìenangan pìemìerintahan t ìersìebìut 

harìus didasarkan pada kìet ìent ìuan hìukìum yang sìecara kontìekstìual bìerasal dari 

pìeratìuran pìerìundang-ìundangan.  

 

Mìenìurìut  tìeori, wìewìenang yang bìerasal dari pìeratìuran pìerìundang-ìundangan 

dipìerolìeh dìengan tiga acara, yait ìu: 

 

1)  kìewìenangan yang dipìerolìeh mìelalìui atribìusi;  

2) kìewìenangan yang dipìerolìeh mìelalìui dìelìegasi; dan 

3) kìewìenangan yang dipìerolìeh dari mandat19. 

 

Atribìusi adalah kìewìenangan yang dipìerolìeh sìuat ìu organ pìemìerintah ataìu lìembaga 

Nìegara olìeh sìuat ìu badan lìegislatif yang indìepìendìen. Atribìusi diwìujìudkan mìelalìui 

kìewìenangan yang dimiliki olìeh organ pìemìerintah dalam mìenyìelìenggarakan 

pìemìerintahan sìesìuai dìengan kìewìenangan yang dibìerikan olìeh pìembìent ìuk ìundang-

ìundang.20 Wìewìenang atribìusi pada ìumìumnya digariskan mìelalìui pìembagian 

kìekìuasaan Nìegara olìeh UUD Nìegara Rìepìublik Indonìesia Tahìun 1945.21 

 

Mìenìurìut Rosjidi Ranggawidjadja pìengìertian atribìusi adalah pìenyìerahan 

kìewìenangan kìepada badan/ lìembaga/ pìejabat Nìegara yang dibìerikan olìeh UUD 

NRI 1945 maìupìun pìembìent ìuk Undang-Undang. Dalam hal ini bìerìupa pìenciptaan 

wìewìenang barìu ìuntìuk dan atas nama yang dibìeri wìewìenang22 

 

                                                

19 Ridwan HR, Op. Cit, hlm. 101 
20Agus Abikusna. (2019). “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah'. Sosfilkom, Vol. XIII, No. 01, , hlm. 10-11. 
21 Ridwan HR, Op. Cit, hlm. 103 
22Anggraini, Jum. (2012). Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 89. 
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Dìelìegasi mìerìupakan kìewìenangan yang dilimpahkan dari kìewìenangan atribìusi yang 

bìerasal dari  sìuatìu organ pìemìerintahan kìepada organ lainnya, pada akhirnya organ 

yang tìelah mìembìeri kìewìenangan dapat mìengìuji kìewìenangan tìersìebìut atas nama 

pìembìeri wìewìenang. Pìembìerian kìewìenangan ìunt ìuk mìengat ìur lìebih lanjìut mìengìenai 

tìeknis ataìu pìelaksanaan dari ìundang-ìundang disìebìut dìengan pìembìerian 

kìewìenangan dìelìegasi. Tahapan pìendìelìegasian kìewìenangan rìegìulasi ataìu lìegislasi 

ini disìebìut sìebagai pìendìelìegasian kìewìenangan lìegislatif ataìu “lìegislativìe dìelìegation 

of thìe rìulìe making powìer”.23 Mìenìekankan adanya pìerbìedaan mìendalam diantara 

kìewìenangan atribìusi dan dìelìegasi. pada atribìusi, kìewìenangan yang ada siap 

dilimpahkan, tìetapi tidak sama pada dìelìegasi. bìerhìubìungan dìengan asas lìegalitas, 

kìewìenangan tidak bisa didìelìegasikan tìerlalìu bìesar, tapi hanya di bawah kondisi 

bahwa pìerat ìuran hìukìum mìenìent ìukan mìengìenai kìemìungkinan dìelìegasi t ìersìebìut.24 

 

Kìewìenangan atribìusi digariskan mìelalìui pìembagian kìekìuasaan nìegara olìeh UUDS, 

sìemìentara kìewìenangan dìelìegasi dan mandat adalah kìewìenangan yang bìerasal dari 

pìelimpahan. Philipìus M. Hadjon mìengìutarakan dalam bìukìu Yìusri Mìunaf, ada 

pìerbìedaan antara dìelìegasi dan mandat. Dalam d ìelìegasi, prosìes pìelimpahannya 

bìerasal dari sìuat ìu organ pìemìerintahan kìepada organ pìemìerintahan lainnya dìengan 

pìeratìuran pìerìundang-ìundangan, sìerta tanggìung jawab dan tanggìung gìugat bìeralih 

kìe dìelìegataris. Pìendìelìegasi tidak dapat mìenggìunakan wìewìenang it ìu lagi, kìecìuali 

sìet ìelah ada pìencabìutan 

 

Bìerpatokan pada asas contrariìus actìus, yang  mìenyatakan bahwa Badan ataìu 

Pìejabat Tata Usaha Nìegara (TUN) yang mìengìelìuarkan Kìepìut ìusan TUN bìerwìenang 

jìuga ìunt ìuk mìembatalkannya. Dalam kont ìeks mandat, prosìes pìelimpahan dalam 

rangka hìubìungan antara atasan-bawahan yang bìersifat rìutin. Adapìun tanggìung 

jawab dan tanggìung gìugat tìetap pada pìembìeri mandat. Sìetiap  pìembìeri mandat 

dapat mìenggìunakan sìendiri wìewìenang yang dilimpahkan it ìu.25 Mandat pada 

ìumìumnya dibìerikan antara atasan dan bawahan dalam s ìuat ìu jabatan ataìu sìuat ìu 

pìelimpahan wìewìenang kìepada bawahan. pada mandat, tanggìung jawab tidak 

                                                

23 Asshiddiqie, Jimly. (2006). Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 148. 
24 Agus Abikusna, Op Cit, hlm. 12. 
25 Munaf, Yusri. Op.cit. hlm. 53 
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bìerpindah kìepada mandataris (pìenìerima mandat), mìelainkan t ìetap bìerada di tangan 

pìenìerima mandat. olìeh karìena it ìu, Sìegala konsìekìuìensi hìukìum yang mìuncìul sìebagai 

akibat dari kìepìut ìusan yang dit ìetapkan olìeh pìenìerima mandat sìepìenìuhnya bìerada 

tanggìung jawab pihak pìembìeri mandat.26 

 

Kìewìenangan wajib bìerlandaskan pada kìet ìent ìuan hìukìum yang bìerlakìu, khìusìusnya 

konstit ìusi, agar mìemiliki lìegitimasi sìebagai kìewìenangan yang sah. Olìeh karìena itìu, 

pìejabat ataìu organ pìemìerintahan dalam mìenìetapkan sìuat ìu kìepìutìusan harìus 

bìert ìumpìu pada sìumbìer kìewìenangan yang dimilikinya. Stroink mìenjìelaskan bahwa 

sìumbìer kìewìenangan bagi pìejabat ataìu organ (instit ìusi) pìemìerintahan mìerìupakan 

bìent ìuk kìekìuasaan yang dilìegitimasi olìeh hìukìum positif ìunt ìuk mìengat ìur sìerta 

mìempìertahankan pìelaksanaannya. Tanpa adanya k ìewìenangan yang sah, tidak 

dimìungkinkan dit ìerbitkannya sìuat ìu kìepìutìusan yang mìemiliki kìeabsahan yìuridis.27 

2.2 Pìendapatan Asli Daìerah 

2.2.1 Pìengìertian Pìendapatan Asli Daìerah. 

Bìerdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahìun 2014 pasal 285 t ìentang 

Pìemìerintahan Daìerah. Pìendapatan asli daìerah salah satìu sìumbìer pìendapatan daìerah 

yang diìusahakan langsìung olìeh Pìemìerintah Daìerah yang dipìerolìeh dari hasil pajak 

daìerah, hasil r ìetribìusi daìerah, hasil pìerìusahaan milik daìerah, dan hasil pìengìelolaan 

kìekayaan daìerah yang dipisahkan, p ìendapatan transfìer, dan lain lain pìendapatan 

asli daìerah yang sah.28 Pìendapatan Asli Daìerah sangat bìerpìeran pìenting karìena 

bìerpìeran sìebagai sìumbìer pìendapatan ìunt ìuk daìerah yang dapat mìenìunjang tiap-tiap 

Pìembangìunan yang akan dilaksanakan di da ìerah. Pìendapatan Asli Daìerah jìuga 

bìerfìungsi sìebagai tolak ìukìur kìemampìuan daìerah dalam mìembiayai ìurìusan rìumah 

tangganya dìengan cara mìenggali sìerta mìengìelola bìerbagai potìensi sìumbìer daya 

yang ada di daìerahnya.Lìebih lanjìut, Pìendapatan asli daìerah jìuga mìenjadi kìebìut ìuhan 

yang pìenting dalam pìembiayaan daìerah yang mana dalam pìelaksanaan ìekonomi 

                                                

26 Ibid, hlm. 13. 
27 A.M. Stornik dalam Abdul Rasyid Thalib 2006). Wewenang Mahkamah Konstitusi dan 

Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti., 

hlm.219. 
28 Halim. Abdul, (2017). Menejemen Keuangan Sektor Publik “Problematika Penerimaan dan 

Pengeluaran Pemerintah”, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 164. 
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Tingkat kìemandirian t ìersìebìut dapat dinilai bìerdasarkan proporsi kontribìusi PAD 

tìerhadap APBD. Sìemakin bìesar sìumbangan Pìendapatan Asli Daìerah, sìemakin 

rìendah tingkat kìetìergant ìungan pìemìerintah daìerah tìerhadap dìukìungan pìemìerintah 

pìusat.  

 

Mìerìujìuk pìenjìelasan tìerkait PAD yang sìudah dijìelaskan sìebìelìumnya, maka pìenìulis 

mìenyimpìulkan bahwa PAD mìerìupakan sìumbìer pìenìerimaan kìeìuangan daìerah yang 

bìersìumbìer dari pajak daìerah, rìetribìusi daìerah, dan sìumbìer-sìumbìer lain yang sah 

dan sìemìua cara pìemìungìutannya wajib diat ìur olìeh ìundang-ìundang tingkat daìerah. 

PAD jìuga sìumbìer potìensial bagi kìeìuangan daìerah ìunt ìuk mìembiayai sìegala ìurìusan 

rìumah tangganya sìendiri. 

2.2.2 Sìumbìer Pìendapatan Asli Daìerah 

PAD mìerìupakan tìulang pìunggìung bagi daìerah ìunt ìuk mìembiayai sìegala aspìek 

pìembangìunan ìunt ìuk mìengìembangkan sìebìuah daìerah. Pìemda diharìuskan agar lìebih 

mandiri ìunt ìuk mìendanai sìegala kìegiatan dan pìembangìunan di daìerahnya masing-

masing. Dìengan mìeningkatkan pìenìerimaan PAD tìersìebìut dan mìengacìu pada 

Undang-Undang Nomor 23 Tahìun 2014 tìentang Pìemìerintahan Daìerah yang 

mìenjadi sìumbìer PAD adalah: 

1) Pajak Daìerah 

Pajak daìerah mìerìupakan kìewajiban bìerìupa pìungìutan yang dit ìetapkan olìeh 

pìemìerintah daìerah kìepada orang pribadi ataìu badan tanpa adanya kontraprìestasi 

langsìung yang sìepadan, yang bìersifat mìemaksa bìerdasarkan kìet ìent ìuan pìeratìuran 

pìerìundang-ìundangan, sìerta dimanfaatkan ìunt ìuk mìembiayai pìenyìelìenggaraan 

pìemìerintahan dan pìelaksanaan pìembangìunan daìerah.29 Pajak daìerah mìerìupakan 

bìent ìuk pìungìutan yang dipìungìut olìeh pìemìerintah daìerah, di mana pìenìerimaannya 

digìunakan ìunt ìuk mìembiayai pìengìelìuaran ìumìum, tanpa adanya imbalan jasa yang 

dibìerikan sìecara langsìung, sìerta pìelaksanaannya bìersifat mìemaksa.30 Pìemìerintah 

daìerah mìelalìui Pìeratìuran Daìerah (Pìerda) mìemiliki kìewìenangan ìuntìuk mìenìetapkan 

dan mìemìungìut pajak daìerah, yang pìelaksanaannya dilakìukan olìeh pìemìerintah 

                                                

29 Marihot .Pahala, Siahaan, Op cit,  hlm.19 
30 imanuella Biangla’bi’, op cit, hlm. 20 



16 

 

daìerah sìendiri. Pìenìerimaan dari pajak t ìersìebìut dimanfaatkan ìunt ìuk mìembiayai 

pìengìelìuaran pìemìerintah daìerah dalam rangka pìenyìelìenggaraan pìemìerintahan sìerta 

pìelaksanaan pìembangìunan di wilayahnya. S ìeiring dìengan dibìerikannya 

kìewìenangan otonomi daìerah kìepada pìemìerintah provinsi dan pìemìerintah 

kabìupat ìen/kota, jìenis pajak daìerah diklasifikasikan k ìe dalam pajak provinsi dan 

pajak kabìupat ìen/kota.31 

 

2) Rìetribìusi Daìerah. 

Bìerdasarkan Undang-Undang HKPD, Rìetribìusi daìerah mìerìupakan pìungìutan yang 

dit ìetapkan olìeh pìemìerintah daìerah sìebagai bìent ìuk pìembayaran atas jasa ataìu 

pìembìerian izin t ìertìent ìu yang sìecara khìusìus disìediakan dan/ataìu dibìerikan ìunt ìuk 

kìepìentingan orang pribadi ataìu badan. Rìetribìusi daìerah mìemiliki karakt ìeristik 

antara lain pìelaksanaannya bìersifat ìekonomis, adanya imbalan jasa sìecara langsìung 

mìeskipìun harìus mìemìenìuhi pìersyaratan formil dan mat ìeriil, sìerta tìerdapat 

kìemìungkinan bagi masyarakat ìunt ìuk tidak mìenggìunakan jasa t ìersìebìut sìehingga 

tidak diwajibkan mìembayar. Sìelain it ìu, rìetribìusi daìerah tidak mìenitikbìeratkan 

fìungsi bìudgìetair, dan dalam kondisi t ìertìent ìu bìerpìeran sìebagai pìenggantian atas 

biaya yang tìelah dikìelìuarkan olìeh pìemìerintah daìerah dalam mìemìenìuhi pìermintaan 

masyarakat.32  

a) Rìetribìusi Jasa Umìum 

Rìetribìusi jasa ìumìum mìerìupakan pìungìutan atas jasa yang disìediakan ataìu dibìerikan 

olìeh Pìemda ìunt ìuk kìepìentingan dan manfaat ìumìum, yang dapat dimanfaatkan olìeh 

orang pribadi dan/ataìu badan 

 

b) Rìetribìusi Jasa Usaha 

rìestribìusi jasa ìusaha mìerìupakan pìungìutan yang dikìenakan atas pìenyìediaan jasa olìeh 

pìemìerintah daìerah yang disìelìenggarakan dìengan pìendìekatan komìersial, mìengingat 

pada hakikatnya jìenis jasa t ìersìebìut jìuga dapat disìediakan olìeh pihak swasta. 

 

                                                

31 Marihot P. Siahaan, 2005, Op.Cit, hlm. 10. 
32 Marihot .Pahala, Siahaan, 2017, Op.Cit. 
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c) Rìetribìusi Pìerizinan Tìertìentìu 

Rìetribìusi Pìerizinan T ìertìent ìu Mìerìupakan aktivitas tìertìent ìu yang dilakìukan olìeh 

pìemìerintah daìerah dalam rangka pìembìerian izin kìepada orang pribadi ataìu badan, 

yang bìert ìujìuan ìuntìuk mìelakìukan pìembinaan, pìengat ìuran, pìengìendalian, sìerta 

pìengawasan t ìerhadap kìegiatan, pìemanfaatan rìuang, dan pìenggìunaan sìumbìer daya 

alam, barang, prasarana, sarana, ma ìupìun fasilitas tìertìent ìu, gìuna mìelindìungi 

kìepìentingan ìumìum sìerta mìenjaga kìelìestarian lingkìungan. 

 

d) Lain-Lain Pìendapatan Daìerah yang Sah 

Sìelain jìenis pìendapatan yang t ìelah dis ìebìutkan sìebìelìumnya, PAD jìuga mìencakìup 

lain-lain pìendapatan asli daìerah yang sah. Sìumbìer pìendapatan ini dipìerolìeh mìelalìui 

aktivitas aparat ìur pìemìerintah daìerah, khìusìusnya dinas, yang dalam pìelaksanaannya 

mìenghasilkan barang ataìu jasa yang dapat dimanfaatkan olìeh masyarakat dìengan 

adanya imbalan t ìertìent ìu. Sìetiap daìerah mìemiliki karaktìeristik pìendapatan yang 

bìerbìeda-bìeda, bìergant ìung pada potìensi yang dimilikinya. Namìun dìemikian, 

kontribìusi dana yang bìersìumbìer dari lain-lain PAD yang sah masih r ìelatif t ìerbatas, 

mìengingat pìendapatan t ìersìebìut bìerasal antara lain dari sìewa rìumah daìerah, sìewa 

gìedìung dan tanah milik daìerah, jasa giro, hasil pìenjìualan barang bìekas milik daìerah, 

pìenìerimaan dari pìelaksanaan ìeksìekìusi dan jaminan, dìenda pajak, sìerta pìenìerimaan 

sah lainnya sìebagaimana diatìur dalam pìerat ìuran pìerìundang-ìundangan. 

 

2.3 Pajak Daìerah 

2.3.1 Pìengìertian pajak Daìerah 

Pajak daìerah mìerìupakan jìenis pajak yang pìelaksanaan pìemìungìutannya dilakìukan 

olìeh pìemda, yang pìengìelolaannya diklasifikasikan kìe dalam pajak yang dipìungìut 

olìeh pìemìerintah provinsi dan pajak yang dip ìungìut olìeh pìemìerintah 

kabìupat ìen/kota.33 Pajak daìerah dipahami sìebagai kìewajiban bìerìupa pìungìutan yang 

dikìenakan olìeh Pìemda kìepada orang pribadi ataìu badan tanpa adanya imbalan 

langsìung, bìersifat mìemaksa bìerdasarkan kìetìent ìuan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan, 

                                                

33 Ibid, hlm 30 
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sìerta digìunakan ìunt ìuk mìembiayai pìenyìelìenggaraan pìemìerintahan daìerah dan 

pìelaksanaan pìembangìunan daìerah.34 Pajak daìerah dipahami sìebagai pìungìutan yang 

dit ìetapkan olìeh pìemìerintah daìerah, di mana pìenìerimaannya dialokasikan ìunt ìuk 

mìembiayai pìengìelìuaran ìumìum, tanpa disìertai pìembìerian imbalan jasa sìecara 

langsìung, sìerta pìelaksanaannya bìersifat mìemaksa sìesìuai kìet ìent ìuan hìukìum.35 

 

Mìenìurìut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak mìerìupakan kontribìusi wajib dari 

masyarakat kìepada nìegara yang bìersifat mìemaksa dan tìerìutang bìerdasarkan 

kìetìent ìuan pìerat ìuran pìerìundang-ìundangan, tanpa disìertai adanya imbalan pr ìestasi 

sìecara langsìung yang dapat dit ìunjìuk, sìerta digìunakan ìunt ìuk mìembiayai 

pìengìelìuaran ìumìum sìehìubìungan dìengan tìugas nìegara dalam mìenyìelìenggarakan 

pìemìerintahan.36 

 

Pajak dipahami sìebagai kìewajiban finansial yang dit ìetapkan olìeh nìegara 

bìerdasarkan kìetìentìuan hìukìum, yang pìemìungìutannya dit ìujìukan ìunt ìuk mìembiayai 

pìengìelìuaran pìublik sìerta mìendìukìung pìeningkatan kìesìejaht ìeraan masyarakat, tanpa 

adanya imbalan langsìung yang sìecara khìusìus dit ìerima olìeh wajib pajak..37 

 

Pajak daìerah tìermasìuk dalam komponìen ìutama dalam pìendapatan asli daìerah 

(PAD) yang mìemiliki pìeran pìenting dalam mìendìukìung otonomi daìerah di 

Indonìesia. Sìejak dibìerlakìukanya Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 2022 tìentang 

hìukbìungan kìeìuangan pìemìerintah daìerah (UU HKPD), tìerjadi pìerìubahan bìesar 

dalam sist ìem pìengìelolaan pajak daìerah dìengan t ìujìuan mìeningkatkan kìemandirian 

fiskal pìemìerintah daìerah. 

 

Pìemìerintah daìerah mìelalìui Pìerat ìuran Daìerah (Pìerda) mìemiliki kìewìenangan ìunt ìuk 

mìemìungìut pajak daìerah, yang pìelaksanaannya dilakìukan olìeh pìemìerintah daìerah 

sìendiri, sìerta hasil pìemìungìutannya dimanfaatkan ìunt ìuk mìembiayai pìengìelìuaran 

daìerah dalam rangka pìenyìelìenggaraan pìemìerintahan dan pìembangìunan di 

                                                

34 Ibid, hlm. 13 
35 Imanuella Biangla’bi’,(2017) “Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Toraja Utara”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Hasanuddin, , hlm.20 
36 Yuswanto, dkk, (2013), Hukum Pajak, BandarLampung, PKKPU, hlm. 4 
37 Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. (2003), Perpajakan Indonesia. Jakarta,Salemba Empat. hlm. 12 
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wilayahnya. Sìejalan dìengan pìembìerian kìewìenangan otonomi daìerah kìepada 

pìemìerintah provinsi dan p ìemìerintah kabìupatìen/kota, pajak daìerah diklasifikasikan 

kìe dalam pajak provinsi dan pajak kabìupat ìen/kota.38 Pada ìumìumnya, tìerdapat 

sìejìumlah krit ìeria yang harìus dipìenìuhi agar sìuat ìu pìungìutan dapat dikat ìegorikan 

sìebagai pajak daìerah, yait ìu:39 

1) Bìersifat bìukan rìestribìusi mìelainkan bìersifat pajak 

2) Objìek pajak bìerada ataìu tìerdapat dalam wilayah administratif 

kabìupat ìen/kota yang bìersangkìutan, mìemiliki tingkat mobilitas yang 

rìelatif rìendah, sìerta hanya dipìerìunt ìukkan bagi pìelayanan kìepada 

masyarakat di wilayah kabìupat ìen/kota tìersìebìut. 

3) Obyìek dan dasar pìengìenaan pajak tidak bìerlawanan dìengan kìepìentingan 

ìumìum. 

4) Pajak mìemiliki potìensi pìenìerimaan yang mìemadai, di mana hasil 

pìemìungìutannya harìus mìelìebihi biaya yang dikìelìuarkan dalam prosìes 

pìemìungìutan. 

5) pajak tidak mìenimbìulkan dampak nìegatif t ìerhadap pìerìekonomian, tidak 

mìengganggìu alokasi sìumbìer daya ìekonomi, sìerta tidak mìenghambat arìus 

sìumbìer daya ìekonomi antar daìerah maìupìun kìegiatan ìekspor dan impor.  

6) pìengìenaan pajak mìempìerhatikan prinsip kìeadilan sìerta disìesìuaikan 

dìengan kìemampìuan masyarakat. 

Dalam sist ìem pìerpajakan yang dit ìerapkan sìecara int ìegral dan mìenyìelìurìuh, aparat 

pajak dit ìunt ìut ìunt ìuk mìenjalankan pìerat ìuran pìerìundang-ìundangan pìerpajakan 

sìecara ìefisiìen. Efisiìensi t ìersìebìut tìercìermin dari tidak adanya hambatan bagi 

pìemìerintah dalam prosìes pìemìungìutan pajak sìerta adanya kìemìudahan bagi wajib 

pajak dalam mìemìenìuhi kìewajiban pìerpajakannya. Konsìep k ini dikìemìukakan olìeh 

Fritz Nìeìumark mìelalìui prinsip ìeasìe of administration and compliancìe, yang 

sìelanjìutnya dijìelaskan kìe dalam ìempat pìersyaratan ìutama sìebagai bìerikìut.: 

                                                

38 Marihot Pahala. Siahaan, (2005). ’Pajak Daerah dan Retribusi Daerah’. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada. 
39 Putri, Marlia. Eka. (2013). Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Bandar Lampung: Anugra Utama 

Raharja.hlm. 12 
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1) Prinsip kìejìelasan (thìe rìeqìuirìemìent of clarity), yait ìu bahwa dalam prosìes 

pìemìungìutan pajak harìus tìerdapat kìepastian dan kìejìelasan, yang mìencakìup 

pìenìent ìuan sìubjìek pajak, objìek pajak, tarif yang dik ìenakan, waktìu dan 

tìempat pìembayaran, hak-hak wajib pajak, sìerta kìetìent ìuan sanksi hìukìum 

baik bagi wajib pajak maìupìun bagi pìejabat pajak.. 

2) Prinsip kìesinambìungan (thìe rìeqìuirìemìent of continìuity), yang mìenìekankan 

pìentingnya konsist ìensi dan kìebìerlanjìutan kìebijakan pìerpajakan, mìengingat 

pìeratìuran pìerìundang-ìundangan di bidang pìerpajakan bìerpotìensi 

mìengalami pìerìubahan. 

3) Prinsip ìefisiìensi (thìe rìeqìuirìemìent of ìeconomy), yang mìenghìendaki agar 

pìenyìelìenggaraan organisasi dan administrasi p ìerpajakan olìeh aparat pajak 

dilaksanakan sìecara ìefìektif dan ìefisiìen.. 

4) Prinsip kìemìudahan (thìe rìeqìuirìemìent of convìeniìencìe), yang mìenìunt ìut agar 

pìelaksanaan kìewajiban pìerpajakan tidak mìenimbìulkan bìeban psikologis 

bagi wajib pajak, sìehingga wajib pajak dapat mìemìenìuhi kìewajibannya 

tanpa mìerasa t ìertìekan. 

 

2.3.2 Ciri-Ciri Pajak Daìerah 

Ciri-Ciri pajak daìerah mìelipìuti: 

1) Pajak daìerah dapat bìersìumbìer dari pajak asli daìerah maìupìun dari pajak 

nìegara yang pìelaksanaannya dis ìerahkan kìepada daìerah ìunt ìuk dipìungìut 

sìebagai pajak daìerah. Pajak daìerah diklasifikasikan kìe dalam dìua kìelompok, 

yait ìu pajak yang dipìungìut olìeh pìemìerintah provinsi dan pajak yang 

dipìungìut olìeh pìemìerintah kabìupatìen/kota. 

Contoh: Undang-Undang Nomor 28 Tahìun 2009 Pasal 2 mìembìedakan jìenis 

pajak yang mìenjadi kìewìenangan pìemìerintah provinsi sìerta pìemìerintah 

kabìupat ìen/kota. 
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2) Pìemìungìutan pajak daìerah dilaksanakan olìeh pìemìerintah daìerah dan 

dibatasi pada wilayah administratif yang bìerada dalam kìewìenangannya. 

Contoh: Pìemìerintah Provinsi Lampìung bìerwìenang mìemìungìut pajak 

kìendaraan bìermotor yang bìerada dalam wilayah administrasi Provinsi 

Lampìung. 

3) Pìenìerimaan yang bìerasal dari pìemìungìutan pajak daìerah digìunakan ìuntìuk 

mìembiayai ìurìusan rìumah tangga daìerah, tìermasìuk pìembiayaan pìengìelìuaran 

daìerah dalam kìedìudìukannya sìebagai sìuat ìu badan hìukìum pìublik. 

 

Pajak daìerah dipìungìut olìeh pìemìerintah daìerah bìerdasarkan kìewìenangan yang 

bìersìumbìer dari pìeratìuran daìerah, sìehingga pìemìungìutannya bìersifat mìemaksa 

tìerhadap masyarakat yang mìemiliki kìewajiban mìembayar pajak dalam lingkìup 

kìewìenangan administratif pìemìerintah daìerah. 

 

2.3.3 Jìenis-jìenis Pajak Daìerah 

Bìerdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahìun 2022 tìerdapat 5 jìenis pajak Provinsi 

dan 11 jìenis pajak kabìupat ìen/kota. Sìecara rinci adalah sìebagai bìerikìut: Jìenis-jìenis 

pajak daìerah Kabìupat ìen/Kota yait ìu: 

 

1) Pajak Hotìel 

Pajak Hotìel mìerìupakan pìungìutan atas jasa pìelayanan pìenginapan yang disìediakan 

olìeh hotìel. Yang dimaksìud dìengan hotìel adalah sarana pìenyìedia jasa pìenginapan 

ataìu tìempat bìeristirahat dìengan imbalan pìembayaran, tìermasìuk di dalamnya motìel, 

losmìen, pondok wisata, wisma pariwisata, pìesanggrahan, rìumah pìenginapan, sìerta 

bìent ìuk ìusaha sìejìenis lainnya bìesìerta layanan pìendìukìungnya. 

 

2) Pajak Rìestoran 

Pajak Rìestoran adalah pajak yang dik ìenakan atas pìelayanan pìenyìediaan makanan 

dan/ataìu minìuman olìeh rìestoran. Rìestoran mìerìupakan fasilitas ìusaha yang 

mìenyìediakan makanan dan min ìuman dìengan dipìungìut bayaran, mìelipìuti rìumah 

makan, kantin, war ìung, sìerta ìusaha sìejìenis lainnya, tìermasìuk jasa boga ataìu 

katìering. Tarif Pajak Rìestoran dit ìetapkan paling tinggi sìebìesar 10 pìersìen. 
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3) Pajak Hibìuran 

Pajak Hibìuran adalah pajak atas pìenyìelìenggaraan hibìuran. Hibìuran adalah sìemìua 

jìenis tontonan, pìertìunjìukan, pìermainan, dan/ataìu kìeramaian yang dinikmati dìengan 

dipìungìut bayaran. 

 

4) Pajak Rìeklamìe 

Pajak Rìeklamìe mìerìupakan pìungìutan daìerah yang dikìenakan atas aktivitas 

pìemasangan ataìu pìenyìelìenggaraan rìeklamìe. Rìeklamìe dipahami sìebagai bìerbagai 

bìent ìuk mìedia ataìu sarana yang dimanfaatkan ìuntìuk kìepìentingan ìusaha, dìengan 

tìujìuan mìempìerkìenalkan, mìemasarkan, ataìu mìenarik pìerhatian masyarakat tìerhadap 

sìuat ìu prodìuk, jasa, individìu, maìupìun badan ìusaha. Mìedia rìeklamìe tìersìebìut dapat 

bìerìupa sìesìuat ìu yang dapat dilihat, dibaca, didìengar, ataìu dinikmati olìeh masyarakat 

lìuas. Bìesaran tarif Pajak Rìeklamìe dit ìetapkan dìengan kìet ìent ìuan paling tinggi 

sìebìesar 25%. 

 

5) Pajak Pìenìerangan Jalan 

Pajak Pìenìerangan Jalan adalah pajak daìerah yang dikìenakan atas pìemanfaatan 

ìenìergi listrik, baik yang bìersìumbìer dari pìenyìedia listrik maìupìun yang dihasilkan 

sìecara mandiri. Tarif Pajak P ìenìerangan Jalan dit ìetapkan paling tinggi sìebìesar 10%. 

Namìun, ìunt ìuk pìenggìunaan listrik yang bìerasal dari pihak lain olìeh sìektor indìustri 

sìerta ìusaha pìertambangan minyak bìumi dan gas alam, tarif maksimalnya sìebìesar 

3%. Sìemìentara it ìu, pìenggìunaan t ìenaga listrik yang diprodìuksi sìendiri dikìenakan 

tarif paling tinggi sìebìesar 1,5%. 

 

6) Pajak Minìeral Bìukan Logam dan Bat ìuan  

Pajak Minìeral Bìukan Logam dan Bat ìuan mìerìupakan pajak daìerah yang dikìenakan 

atas kìegiatan pìengambilan sìerta pìemanfaatan minìeral bìukan logam dan bat ìuan yang 

bìerasal dari alam, baik dari pìermìukaan maìupìun dari dalam bìumi. Jìenis minìeral yang 

tìermasìuk dalam objìek pajak ini mìengacìu pada kìetìent ìuan pìeratìuran pìerìundang-

ìundangan di bidang minìeral dan bat ìu bara. Tarif pajak ini dit ìetapkan dìengan batas 

maksimìum sìebìesar 25%. 
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7) Pajak Parkir 

Pajak Parkir mìerìupakan pajak daìerah yang dikìenakan atas pìenyìelìenggaraan 

fasilitas parkir yang bìerada di lìuar badan jalan. Fasilitas parkir t ìersìebìut dapat 

disìediakan sìebagai bagian dari kìegiatan ìusaha ìutama maìupìun sìebagai ìusaha 

tìersìendiri, tìermasìuk jasa pìenitipan kìendaraan bìermotor. Parkir dimaknai sìebagai 

kondisi kìendaraan yang bìerhìenti dan tidak bìergìerak dalam jangka waktìu tìertìent ìu. 

Tarif Pajak Parkir dit ìetapkan dìengan batas maksimìum sìebìesar 30%. 

8) Pajak Air Tanah 

Pajak Air Tanah adalah pajak da ìerah yang dikìenakan atas kìegiatan pìengambilan 

dan/ataìu pìemanfaatan air tanah. Air tanah mìerìupakan air yang bìerada di dalam 

lapisan tanah ataìu bat ìuan di bawah pìermìukaan bìumi dan digìunakan ìunt ìuk bìerbagai 

kìepìerlìuan. 

9) Pajak Sarang Bìurìung Walìet  

Pajak Sarang Bìurìung Walìet mìerìupakan pajak yang dikìenakan atas kìegiatan 

pìengambilan dan/ataìu pìengìusahaan sarang bìurìung walìet. Bìurìung walìet adalah jìenis 

bìurìung dari marga Collocalia, yang mìelipìuti antara lain Collocalia fìuchliap haga, 

Collocalia maxima, Collocalia ìescìulìenta, dan Collocalia linchi. Tarif Pajak Sarang 

Bìurìung Walìet dit ìetapkan paling tinggi sìebìesar 10%. 

10) Pajak Bìumi dan Bangìunan Pìerdìesaan dan Pìerkotaan 

Pajak Bìumi dan Bangìunan Pìerdìesaan dan Pìerkotaan adalah pajak daìerah yang 

dikìenakan atas kìepìemilikan, pìengìuasaan, dan/ataìu pìemanfaatan bìumi dan/ataìu 

bangìunan olìeh orang pribadi ataìu badan. Namìun dìemikian, objìek pajak ini tidak 

mìencakìup tanah dan bangìunan yang digìunakan ìunt ìuk kìegiatan ìusaha di bidang 

pìerkìebìunan, pìerhìutanan, dan pìertambangan.. 

11) Bìea Pìerolìehan Hak atas Tanah dan Bang ìunan 

Bìea Pìerolìehan Hak atas Tanah dan Bang ìunan mìerìupakan pajak yang dikìenakan 

atas pìerolìehan hak atas tanah dan/ataìu bangìunan. Pìerolìehan hak t ìersìebìut tìerjadi 

akibat adanya pìerbìuatan ataìu pìeristiwa hìukìum yang mìengakibatkan bìeralihnya hak 

atas tanah dan/ataìu bangìunan kìepada orang pribadi ataìu badan. Tarif Bìea Pìerolìehan 

Hak atas Tanah dan Bangìunan dit ìetapkan dìengan batas maksimìum sìebìesar 5%. 



24 

 

Jìenis-jìenis pajak daìerah Provinsi yait ìu:  

 

1)  Pajak Kìendaraan Bìermotor 

Pajak Kìendaraan Bìermotor mìerìupakan pajak daìerah yang dikìenakan atas 

kìepìemilikan dan/ataìu pìengìuasaan kìendaraan bìermotor. Kìendaraan bìermotor 

mìencakìup sìelìurìuh kìendaraan bìeroda bìesìerta gandìengannya yang digìunakan di jalan 

darat dan digìerakkan olìeh mìesin ataìu tìeknologi lain yang mìengìubah sìumbìer ìenìergi 

mìenjadi t ìenaga gìerak. Tìermasìuk di dalamnya alat bìerat dan alat bìesar yang 

mìenggìunakan roda dan mìesin, tidak tìerpasang sìecara pìermanìen, sìerta kìendaraan 

bìermotor tìertìentìu yang diopìerasikan di pìerairan. 

 

2) Bìea Balik Nama Kìendaraan Bìermotor 

Bìea Balik Nama Kìendaraan Bìermotor adalah pajak yang dik ìenakan atas pìeralihan 

hak kìepìemilikan kìendaraan bìermotor. Pìeralihan tìersìebìut dapat tìerjadi akibat 

pìerjanjian antar pihak ataìu pìerbìuatan hìukìum sìepihak, sìepìerti jìual bìeli, tìukar-

mìenìukar, hibah, warisan, maìupìun pìemasìukan kìendaraan sìebagai pìenyìertaan modal 

kìe dalam badan ìusaha. 

 

3) Pajak Bahan Bakar Kìendaraan Bìermotor  

Pajak Bahan Bakar Kìendaraan Bìermotor mìerìupakan pajak daìerah yang dikìenakan 

atas pìenggìunaan bahan bakar ìunt ìuk kìendaraan bìermotor. Yang dimaksìud dìengan 

bahan bakar kìendaraan bìermotor adalah sìelìurìuh jìenis bahan bakar, baik bìerbìent ìuk 

cair maìupìun gas, yang digìunakan ìunt ìuk mìenggìerakkan kìendaraan bìermotor. 

 

4) Pajak Air Pìermìukaan. 

ajak Air Pìermìukaan adalah pajak yang dik ìenakan atas kìegiatan pìengambilan 

dan/ataìu pìemanfaatan air pìermìukaan. Air pìermìukaan mìencakìup sìelìurìuh air yang 

bìerada di atas pìermìukaan tanah, baik di wilayah daratan ma ìupìun pìerairan, dìengan 

pìengìecìualian air laìut. Tarif Pajak Air P ìermìukaan dit ìetapkan dìengan batas 

maksimìum sìebìesar 10%. 
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5) Pajak Rokok 

PajakPajak Rokok mìerìupakan pìungìutan daìerah yang dikìenakan atas cìukai rokok 

yang dipìungìut olìeh Pìemìerintah. Bìesaran Pajak Rokok dit ìetapkan sìebìesar 10% dari 

nilai cìukai rokok yang dit ìent ìukan olìeh Pìemìerintah dan dikìenakan tìerhadap sìetiap 

cìukai rokok yang bìerlakìu. 

 

2.3.4 Rìegìulasi Pìemìungìutan Pajak Daìerah 

Sìemìua Pajak digìunakan Nìegara bìerdasarkan Undang-Undang. Dasar hìukìum 

pìemìungìutan pajak daìerah dan rìetribìusi daìerah adalah Undang-Undang No. 34 

Tahìun 2000 Tìentang Pajak Daìerah Dan Rìetribìusi Daìerah sìebagaimana tìelah di ìubah 

dìengan Undang-Undang No.28 Tahìun 2009, dan jìuga pìerìubahan t ìerakhir dìengan 

Undang-Undang No.1 Tahìun 2022 Tìentang Hìubìungan Kìeìuangan Antara 

Pìemìerintahan Pìusat dan Pìemìerintahan Daìerah.40 

Sìedangkan pìemìungìutan pajak mìenìurìut Adam Smith dalam bìukìunya yang bìerjìudìul 

Thìe Wìealth of Nations mìelancarkan ajarannya sìebagai asas pìemìungìutan pajak yang 

dinamainya “Thìe Foìur Maxims” dìengan ìuraiannya sìebagai bìerikìut:41 

 

1) Eqìuality and Eqìuity (Kìeadilan/Kìeamanan) 

Asas ini mìengharìuskan nìegara mìenyìesìuaikan dìengan kìemampìuan dan pìenghasilan 

warga nìegaranya kìetika ingin mìelakìukan pìemìungìutan pajak.42 Dìengan ini nìegara 

tidak dipìerkìenankan bìertindak diskriminatif ataìu sìeìenaknya sìendiri dalam 

mìelakìukan pìemìungìutan pajak bagi wajib pajak (orang yang wajib mìembayar 

pajak).43 Kìeadilan di sini tidak bìerarti sìemìua pihak mìembayar pajak yang sama 

namìun harìus sìesìuai dìengan yang mìerìeka miliki, misalnya kìetika wajib pajak 

tìersìebìut kìemampìuannya lìebih dan harta yang dimiliki banyak, otomatis pajaknya 

                                                

40 Indriana Luisa Lohonauman. (2016). Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Sitaro, Jurnal EMBA, Vol. 4 No. 1, Hlm. 174 
41 Bangkit Cahyono, (2021). Asas Pemungutan Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di 
Bursa, Jurnal Pajak dan Bisnis, Vol.2 No.2, Hlm. 77 
42 Rachman, Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket 

Pada PT Pos Indonesia (Persero) Makassar 90000, Amnesty; Jurnal Riset Perpajakan Vol. 3 No. 2 

hlm. 208  
43Astaman & AF Maskan, (2020). Penerapan Good Governance Terhadap Pelayanan BEA 

perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur, 

Jurnal Imiah Sosial, Hukum, dan Budaya, Vol.21 No.1, Hlm. 85 
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jìuga tinggi, bìerbìeda dìengan wajib pajak yang mìemiliki kìemampìuan rìendah ataìu 

standar, otomatis pajak yang dikìenakannya jìuga standar. Inilah yang disìebìut dìengan 

adil dalam asas pìemìungìutan pajak ini.44 

 

2) Cìertainy (Kìepastian Hìukìum) 

Pìemìungìutan pajak harìus ada atìuran dan dasar yang jìelas dìengan sanksi hìukìum yang 

tìegas, hal ini dimaksìudkan agar pìemìungìutan pajak tìetap dalam koridor yang bìenar 

dan tidak ada pìenyìelìewìengan. Pìenìetapan pajak harìus transparan dan sìesìuai dìengan 

hìukìum yang bìerlakìu yait ìu bìerìupa ìundang-ìundang yang bìerlakìu di sìetiap nìegara. 

Dìengan bìegit ìu wajib pajak yang tidak bìersìedia ataìu tìelat mìembayar pajak maka 

akan dikìenakan sanksi ataìu hìukìuman bìerìupa administrasi maìupìun pidana.45 

 

3) Convìeniìencìe of Paymìent (Saat Paling T ìepat) 

Pìemìungìutan pajak harìus dilaksanakan pada wakt ìu yang tìepat, dimana wajib pajak 

tidak kìebìeratan ataìu kìesìulitan saat mìembayar tanggìungan pajaknya. T ìepat waktìu 

disini diartikan pìemìungìutan pajak dilaksanakan pada waktìu it ìu, waktìu dimana 

wajib pajak mìendapat gajian ataìupìun mìendapat hadiah Hal ini dimaksìudkan agar 

pajak tidak mìembìeratkan para wajib pajak.46 Bisa kita bayangkan k ìetika wajib 

pajak t ìelah mìembìelanjakan harta yang dimilikinya dan k ìetika it ìu dipìungìut pajak, 

maka mìerìeka akan mìerasa kìebìeratan. 

 

4. Pìelaksanaan pìemìungìutan pajak harìus dilakìukan sìecara sìeìefisiìen mìungkin. 

Karìena pada dasarnya pìendapatan dari pìemìungìutan pajak digìunakan ìunt ìuk biaya 

opìerasional sìuat ìu nìegara. Hal ini mìenìunjìukkan bahwa pìemìungìutan pajak mìemang 

harìus tìepat dan bìenar agar tìujìuan dari pìemìungìutan pajak bisa tìercapai.47k lìebih 

jìelasnya arti dari ìefisiìensi dalam pìemìungìutan pajak adalah biaya yang didapat dari 

pìemìungìutan pajak lìebih bìesar darii pada biaya pìelaksanaan pìemìungìutan pajak.48 

                                                

44Wijana, I Dewa Putu.,( 2020) The Courtesy call: Study on Politeness of Fiction Characters, 
International Journal of Humanity Studies (IJHS), Vol. 3 No. 2, , hlm. 198 
45Setiawan. Dwi Heru,( 2020) Analisis Kebijakan Relaksasi Pajak Pemprov DkI Jakarta Atas 

Dampak Pandemi Covid-19 Dari Perspektif Asas The For Maxim, Jurnal Kajian Hukum,Vol.5 No.1, 

hlm. 10 
46 Astaman & AF Maskan, Op. Cit, Hlm. 87 
47 Ibid, Hlm. 90 
48 Rachman, Op. Cit, Hlm. 210 
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2.4. Pajak Kìendaraan B ìermotor 

2.4.1 Latar Bìelakang Pajak K ìendaraan Bìermotor 

 

Bìerdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 2022 tìentang Pajak Daìerah dan 

Rìetribìusi Daìerah, pajak daìerah diartikan sìebagai kontribìusi wajib yang dibìebankan 

kìepada orang pribadi ataìu badan kìepada pìemìerintah daìerah, bìersifat mìemaksa 

bìerdasarkan kìet ìent ìuan pìerat ìuran pìerìundang-ìundangan, tanpa adanya imbalan 

langsìung, dan digìunakan ìunt ìuk mìembiayai pìenyìelìenggaraan pìemìerintahan daìerah 

dìemi sìebìesar-bìesarnya kìesìejaht ìeraan masyarakat. 

 

Ditinjaìu dari lìembaga pìemìungìutnya, pajak daìerah tìerbagi kìe dalam dìua jìenis, yait ìu 

pajak daìerah tingkat provinsi dan pajak daìerah tingkat kabìupatìen/kota. Pajak daìerah 

tingkat provinsi mìerìupakan pajak yang dipìungìut olìeh pìemìerintah provinsi, salah 

sat ìunya adalah Pajak Kìendaraan Bìermotor (PKB). Sìemìentara it ìu, pajak daìerah 

tingkat kabìupat ìen/kota dipìungìut olìeh pìemìerintah kabìupat ìen ataìu kota, dìengan 

contoh antara lain Pajak Hot ìel. 

 

Pajak Kìendaraan Bìermotor adalah pajak yang dikìenakan atas kìepìemilikan dan/ataìu 

pìengìuasaan kìendaraan bìermotor. Dalam rangka pìelaksanaan pìemìungìutan Pajak 

Kìendaraan Bìermotor, pìemìerintah provinsi mìembìent ìuk lìembaga khìusìus yang 

bìerwìenang, yait ìu Sist ìem Administrasi Manìunggal Satìu Atap (SAMSAT). 

 

2.4.2 Pìengìertian pajak kìendaraan bìermotor 

Bìerdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahìun 2022 tìentang Hìubìungan kìeìuangan 

pìemìerintah daìerah, Pajak Kìendaraan Bìermotor mìerìupakan pajak daìerah yang 

dikìenakan atas objìek bìerìupa kìendaraan bìermotor. Kìepìemilikan kìendaraan bìermotor 

dimaknai sìebagai adanya hìubìungan hìukìum antara orang pribadi ataìu badan dìengan 

kìendaraan bìermotor yang dibìuktikan mìelalìui dokìumìen kìepìemilikan yang sah, 

tìermasìuk Bìukìu Pìemilik Kìendaraan Bìermotor (BPKB). Sìemìentara itìu, pìengìuasaan 

kìendaraan bìermotor diartikan sìebagai pìenggìunaan dan/ataìu pìengìuasaan sìecara fisik 

atas kìendaraan bìermotor olìeh orang pribadi, badan, Badan Usaha Milik N ìegara 

(BUMN), Badan Usaha Milik Daìerah (BUMD), lìembaga nìegara, sìerta olìeh 

pìemìerintah ataìu pìemìerintah daìerah, dìengan pìengìecìualian kìendaraan yang 
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digìunakan ìunt ìuk kìepìentingan pìertahanan dan kìeamanan nìegara.49.  

 

Kìendaraan bìermotor mìencakìup sìelìurìuh kìendaraan bìeroda bìesìerta gandìengannya 

yang digìunakan pada bìerbagai jìenis jalan darat dan digìerakkan olìeh pìerangkat 

tìeknis bìerìupa mìesin ataìu tìeknologi lain yang bìerfìungsi mìengìubah sìumbìer ìenìergi 

tìertìent ìu mìenjadi t ìenaga pìenggìerak. Tìermasìuk dalam pìengìertian ini alat bìerat dan 

alat bìesar sìepìerti pìenggilas jalan, loadìer, forklift, dìump trìuck, tractor hìead, 

bìulldozìer, cranìe, dìerìek, dan jìenis sìejìenisnya, sìepanjang dalam pìengopìerasiannya 

mìenggìunakan roda dan mìesin sìerta tidak tìerpasang sìecara pìermanìen. Sìelain it ìu, 

kìendaraan bìermotor jìuga mìelipìuti kìendaraan yang diopìerasikan di pìerairan t ìertìent ìu 

sìerta kìendaraan bìermotor ìumìum yang digìunakan ìunt ìuk kìepìerlìuan angkìutan orang 

dan angkìutan barang.50 

 

2.4.3 Sìubjìek, Objìek dan Wajib Pajak Kìendaraan B ìermotor 

Dalam UU HKPD, Pasal 8 Sìubjìek PKB adalah orang pribadi ataìu badan yang 

mìemiliki dan ataìu mìengìusai kìendaraan bìermotor kìendaraan bìermotor di daìerah 

provinsi yang bìersangkìutan sìerta pìeriodìe ataìu sìelama jangka wakt ìu tìertìent ìu. 

 

Objìek Pajak Kìendaraan Bìermotor adalah kìepìemilikan dan/ataìu pìengìuasaan atas 

kìendaraan bìermotor. Bìerdasarkan kìet ìent ìuan Pìeratìuran Gìubìernìur Pasal 1 ayat (6), 

kìendaraan bìermotor diartikan sìebagai sìelìurìuh kìendaraan bìeroda bìesìerta 

gandìengannya yang digìunakan di bìerbagai jìenis jalan darat dan digìerakkan olìeh 

pìerangkat tìeknis bìerìupa mìesin ataìu pìeralatan lain yang bìerfìungsi mìengìubah sìumbìer 

ìenìergi tìertìent ìu mìenjadi t ìenaga pìenggìerak, tìermasìuk alat bìerat dan alat bìesar yang 

dalam pìengopìerasiannya mìenggìunakan roda dan mìesin, tidak t ìerpasang sìecara 

pìermanìen, sìerta kìendaraan bìermotor tìertìent ìu yang diopìerasikan di pìerairan. 

Wajib pajak kìendaraan bìermotor adalah orang pribadi ata ìu badan yang mìemiliki 

kìendaraan bìermotor. Untìuk Wajib Pajak Badan diwakili olìeh pìengìurìus ataìu kìuasa 

badan t ìersìebìut, yang mìelipìuti ;51 

                                                

49Tansuria, Billy. Ivan. (2017). Pokok-Pokok Pajak daerah di Indonesia. Yogyakarta: Leutika 

Prio, hlm. 12 

50 Anggoro, Dimas. Dwi. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. malang: UB Press.118 
51 Billy Ivan Tansuria, op cit. Hlm 12 
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a) Unt ìuk pìersìeroan tìerbatas dan sìejìenisnya diwakili olìeh salah sat ìu dirìeksi; 

b) Unt ìuk yayasan, lìembaga swadaya masyarakat, partai politik dan sìejìenisnya, 

diwakili olìeh kìet ìua ìumìum ataìu sìekrìetaris ìumìum. 

c) Unt ìuk lìembaga nìegara, pìemìerintahan, pìemìerintah daìerah, TNI/POLRI,. 

 

Dalam UU jìuga dijìelaskan pìengìecìualian dari pìengìertian kìendaraan bìermotor ataìu 

bìukan mìerìupakan objìek dari PKB adalah : 

a) Kìerìeta Api 

b) Kìendaraan bìermotor yang dipìerìunt ìukan ìunt ìuk kìeamanan dan pìertahanan 

nìegara. 

c) Kìendaraan bìermotor yang dimiliki ataìu dikìuasai olìeh kìedìutaan bìesar, 

konsìulat, pìerwakilan nìegara asing bìerdasarkan asas timbal balik, sìerta 

lìembaga int ìernasional yang mìempìerolìeh fasilitas pìembìebasan pajak dari 

pìemìerintah. 

d) Kìendaraan Bìermotor bìerbasis ìenìergi t ìerbarìukan; 

e) Kìendaraan bìermotor yang dimiliki dan ataìu dikìuasai olìeh pabrikan ataìu 

importir tìermasìuk Agìen Tìunggal Pìemìegang Mìerìek (ATPM) yang sìemata-

mata disìediakan ìuntìuk kìepìerlìuan pamìeran dan tidak ìunt ìuk dijìual yang akan 

diìekspor kìembali/rìeìekspor). 

 

2.4.4 Dasar Pìengìenaan, Tarif dan Pìerhitìungan PKB 

Dasar pìengìenaan, tarif, dan pìerhit ìungan Pajak Kìendaraan Bìermotor (PKB) pada 

sìetiap daìerah dapat bìerbìeda, namìun tìetap bìerpìedoman pada kìet ìent ìuan yang 

dit ìetapkan dalam ìundang-ìundang. Di Provinsi DKI Jakarta, dasar pìengìenaan PKB 

dit ìent ìukan mìelalìui pìerkalian dìua ìunsìur ìutama, yait ìu Nilai Jìual Kìendaraan Bìermotor 

(NJKB) dan bobot yang mìencìerminkan tingkat rìelatif kìerìusakan jalan dan/ataìu 

pìencìemaran lingkìungan akibat pìenggìunaan kìendaraan bìermotor.  

Pìerhit ìungan dasar pìengìenaan PKB ditìerapkan tìerhadap jìenis kìendaraan bìermotor 

yang diopìerasikan di jalan darat, sìedangkan NJKB ditìetapkan bìerdasarkan harga 

pasaran ìumìum kìendaraan bìermotor yang dipìerolìeh dari rata-rata bìerbagai sìumbìer 

data yang akìurat. 
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Dasar pìengìenaan Pajak Kìendaraan Bìermotor (PKB) ìunt ìuk kìendaraan bìermotor 

barìu dit ìetapkan mìelalìui pìerat ìuran mìent ìeri yang mìembidangi ìurìusan pìemìerintahan 

dalam nìegìeri sìet ìelah mìempìerolìeh pìertimbangan dari mìent ìeri tìerkait. Sìemìentara it ìu, 

ìunt ìuk kìendaraan bìermotor sìelain kìendaraan barìu, dasar pìengìenaan PKB dit ìetapkan 

dìengan pìerat ìuran gìubìernìur yang bìerpìedoman pada pìeratìuran mìent ìeri ìurìusan 

pìemìerintahan dalam nìegìeri dìengan mìempìerhit ìungkan pìenyìusìutan Nilai Jìual 

Kìendaraan Bìermotor (NJKB) dan bobot. Pìenìetapan dasar pìengìenaan PKB tìersìebìut 

dilakìukan pìeninjaìuan kìembali paling lama sìetiap tiga tahìun dìengan 

mìempìertimbangkan indìeks harga dan pìerkìembangan kondisi pìerìekonomian. 

 

NJKB mìempìerhatikan pìenyìusìutan maksimal 5% sìetiap tahìun dari nilai jìual yang 

dikìetahìui. NJKB (Nilai Jìual Kìendaraan Bìermotor) dit ìetapkan dìengan kìetìentìuan 

mìenìurìut pìeratìuran gìubìernìur yait ìu sìebagai bìerikìut: 

 

1) dalam hal dipìerolìeh Harga Kosong (Off Thìe Road), NJKB dit ìetapkan 

sìebìelìum dikìenakan Pajak Pìertambahan Nilai, dìengan rìumìus NJKB = (HPU 

Off Thìe Road – Pajak Pìertambahan Nilai); dan  

2) dalam hal dipìerolìeh Harga Isi (OTR), NJKB dit ìetapkan sìebìelìum dikìenakan 

Pajak Pìertambahan Nilai, PKB dan BBNKB, dìengan rìumìus NJKB On Thìe 

Road = (HPU On Thìe Road – (Pajak Pìertambahan Nilai + BBNKB + PKB). 

 

Apabila harga pasaran ìumìum sìuat ìu kìendaraan bìermotor tidak dapat dikìetahìui, maka 

nilai jìual kìendaraan bìermotor dapat dit ìetapkan dìengan mìempìertimbangkan 

sìebagian ataìu sìelìurìuh faktor tìertìent ìu, antara lain: 

 

1) Harga Kìendaraan Bìermotor dìengan isi silindìer dan/ataìu satìuan tìenaga yang 

sama;  

2) Pìenggìunaan Kìendaraan Bìermotor ìunt ìuk ìumìum ataìu pribadi; 

3) Harga Kìendaraan Bìermotor dìengan mìerìek Kìendaraan Bìermotor yang sama; 

4) Harga Kìendaraan Bìermotor dìengan tahìun pìembìuatan Kìendaraan Bìermotor 

yang sama; 

5) Harga Kìendaraan Bìermotor dìengan pìembìuat Kìendaraan Bìermotor; 

6) Harga Kìendaraan Bìermotor dìengan Kìendaraan Bìermotor sìejìenis; dan 

7) Harga Kìendaraan Bìermotor bìerdasarkan dokìumìen pìembìeritahìuan impor  
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Bobot yang mìencìerminkan tingkat kìerìusakan jalan ataìu pìencìemaran kìendaraan 

bìermotor tìersìebìut dihit ìung bìerdasarkan faktor-faktor antara lain : 

 

1) Tìekanan gandar, yang dibìedakan atas dasar jìumlah sìumbìu/as, roda, dan 

bìerat kìendaraan bìermotor; 

2) Jìenis bahan bakar kìendaraan bìermotor, yang dibìedakan mìenìurìut bahan 

bakar bìensin, diìesìel, ataìu jìenis lainnya sìelain bahan bakar bìerbasis ìenìergi 

tìerbarìukan; dan 

3) Jìenis, pìenggìunaan, tahìun pìembìuatan, dan ciri-ciri mìesin kìendaraan 

bìermotor yang dibìedakan bìerdasarkan isi silindìer.  

 

Bìerdasarkan hasil pìerhit ìungan atas faktor-faktor tìersìebìut, bobot yang 

mìencìerminkan tingkat kìerìusakan jalan dan/ataìu pìencìemaran lingkìungan 

dinyatakan dalam bìent ìuk koìefisiìen sìebagaimana diat ìur dalam ìundang-ìundang dan 

pìeratìuran daìerah yang bìerlakìu. Apabila koìefisiìen bìernilai sat ìu, maka dampak 

kìerìusakan jalan dan/ataìu pìencìemaran lingkìungan akibat pìenggìunaan kìendaraan 

bìermotor masih dianggap bìerada dalam batas tolìeransi, sìedangkan koìefisiìen yang 

bìernilai lìebih dari sat ìu mìenìunjìukkan bahwa dampak tìersìebìut tìelah mìelampaìui batas 

tolìeransi yang dit ìetapkan.. 

 

Dalam PERGUB Provinsi Bant ìen  Nomor 22 Tahìun 2021 diìuraikan pìenjìelasan 

tìerkait bobot yang mìencìerminkan tingkat kìerìusakan jalan ataìu pìencìemaran yang 

dinyatakan dalam ko ìefisiìen 1 sampai 1,4 sìebagai bìerikìut :  

 

1) Mobil roda tiga, sìepìeda motor roda dìua, sìepìeda motor roda tiga 

pìenìumpang, dan sìepìeda motor roda tiga barang nilai ko ìefisiìen sama 

dìengan 1 (sat ìu) 

2) Sìedan nilai ko ìefisiìen sama dìengan 1,025 (satìu koma nol dìua lima);  

3) Jìeìep dan minibìus nilai ko ìefisiìen sama dìengan 1,050;  

4) Blind van, pick ìup, pick ìup box dan microbìus nilai koìefisiìen sama dìengan 

1,085 (satìu koma nol dìelapan lima);  

5) Bìus nilai ko ìefisiìen sama dìengan 1,1 ; dan 

6) Light trìuck dan sìejìenisnya nilai ko ìefisiìen sama dìengan 1,3  
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7) Trìuck dan sìejìenisnya nilai ko ìefisiìen sama dìengan 1,4  

 

Unt ìuk mìengìetahìui bìesaran Dasar Pìengìenaan Pajak Kìendaraan Bìermotor (DP-PKB) 

yait ìu dìengan cara mìengalikan tingkat koìefisiìen kìendaraan bìermotor dìengan Nilai 

Jìual Kìendaraan Bìermotor (NJKB), dari hasil p ìerkalian it ìu maka didapatkanlah 

nominal dasar ataìu batas ìunt ìuk dikìenakan Pajak Kìendaraan Bìermotor (PKB). Lalìu 

ìunt ìuk pìengìenaan PKB didapatkan dari p ìerkalian dari Tarif Pajak d ìengan DP-PKB. 

Tarif pajak diat ìur dalam pìerat ìuran daìerah masing-masing. Tarif pajak kìendaraan 

bìermotor diat ìur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahìun 2009 dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahìun 2022, namìun tarif ini hanya sìebagai acìuan dan batas 

maksimal. Sìedangkan tarif yang bìerlakìu ìunt ìuk masing-masing daìerah dit ìetapkan 

lìebih lanjìut mìelalìui Pìerat ìuran Daìerah sìet ìempat. 

 

Pìerhit ìungan Pajak Kìendaraan Bìermotor (PKB) dilakìukan dìengan cara mìengalikan 

tarif pajak dìengan dasar pìengìenaan pajak (Tarif Pajak × DPP). Dasar pìengìenaan 

pajak kìendaraan bìermotor dipìerolìeh dari hasil pìerkalian antara Nilai Jìual 

Kìendaraan Bìermotor (NJKB) dan bobot nilai. D ìengan dìemikian, bìesarnya PKB 

tìerìutang mìerìupakan hasil dari pìerkalian tarif pajak dìengan dasar pìengìenaan pajak 

tìersìebìut.. 

 

2.4.5 Masa Pajak, Wilayah Pìemìungìutan dan Pìembagian Hasil Pajak 

Pajak Kìendaraan Bìermotor yang tìerìutang dipìungìut di wilayah daìerah tìempat 

kìendaraan bìermotor tìerdaftar. Pìemìungìutan Pajak Kìendaraan Bìermotor 

dilaksanakan bìersamaan dìengan pìenìerbitan Sìurat Tanda Nomor Kìendaraan 

Bìermotor (STNK). Unt ìuk masa pajak bìerikìutnya, pìemìungìutan Pajak Kìendaraan 

Bìermotor dilakìukan mìelalìui kas daìerah ataìu bank yang dit ìunjìuk olìeh Kìepala 

Daìerah. Pajak Kìendaraan Bìermotor dikìenakan ìunt ìuk jangka waktìu 12 (dìua bìelas) 

bìulan bìertìurìut-tìurìut tìerhit ìung sìejak tanggal pìendaftaran kìendaraan bìermotor dan 

dibayarkan sìecara sìekaligìus di mìuka52. Pajak Kìendaraan Bìermotor yang masa 

pajaknya tidak mìencapai 12 (dìua bìelas) bìulan akibat kìeadaan kahar (forcìe majìeìurìe) 

                                                

52 Ibid. hlm 17  
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dapat dibìerikan rìestit ìusi atas pajak yang tìelah dibayarkan, sìepanjang tìerkait dìengan 

sisa masa pajak yang bìelìum dijalani. Sìelanjìutnya, hasil pìenìerimaan Pajak 

Kìendaraan Bìermotor paling sìedikit sìebìesar 20% (dìua pìulìuh pìersìen) dialokasikan 

ìunt ìuk pìembiayaan pìembangìunan dan/ataìu pìemìeliharaan jalan sìerta pìeningkatan 

moda dan sarana transportasi ìumìum. 

 

2.5 Opsìen Pajak Kìendaraan B ìermotor 

2.5.1 Latar B ìelakang Opsìen Pajak Kìendaraan B ìermotor 

Mìuncìul di awal abad kìe-20, piggyback tax mìerìupakan tìerminologi yang asing bagi 

masyarakat Indonìesia. Mìeskipìun dìemikian, Piggyback tax adalah skìema pajak di 

mana pìemìerintah daìerah (pìemda) mìenìetapkan pajak tambahan dìengan 

"mìenìumpang" pada sist ìem pajak yang sìudah ada sìebìelìumnya.53 Misalnya, daìerah 

dapat mìenambahkan pìersìentasìe tìertìent ìu pada pajak pìenghasilan ataìu pajak lainnya 

yang sìudah dipìungìut sìecara nasional.54 Sistìem ini mìempìermìudah pìemda ìunt ìuk 

mìeningkatkan pìenìerimaan tanpa har ìus mìembangìun infrastrìuktìur ataìu sist ìem 

administrasi pajak yang bar ìu. Dìengan dìemikian, mìekanismìe piggyback tax 

mìendìukìung ìefisiìensi administrasi sìekaligìus mìempìerkìuat dìesìentralisasi fiskal dalam 

sìuat ìu nìegara 

Konsìep ini pìertama kali mìuncìul di nìegara-nìegara dìengan sist ìem fìedìeral, sìepìerti 

Amìerika Sìerikat dan Kanada. P ìenìerapannya mìulai bìerkìembang sìecara signifikan 

pada tahìun 1930-an dan 1940-an, tìerìutama kìetika nìegara bagian mìencari cara ìunt ìuk 

mìeningkatkan pìenìerimaan pasca tìerjadinya thìe grìeat dìeprìession tanpa harìus 

mìenciptakan sist ìem pìerpajakan yang sìepìenìuhnya indìepìendìen. 

 

Sìebagai istilah yang awalnya t ìerdìengar ganjil, piggyback tax kini mìulai mìenjadi 

bagian dari diskìursìus pìerpajakan di Indonìesia. Pìemicìu ìutamanya adalah r ìealisasi 

bìelìeid "opsìen" yang dimìulai bìelìum lama ini pada 5 Janìuari 2025. Pìembìerlakìuan 

                                                

53Direktorat Jendral Pajak: https://pajak.go.id/pemberlakuan-opsen-menakar-prospek-piggyback-

tax-untuk-mengerek-pad, (Diakses pada 12 April 2025 pukul 20.00 WIB) 
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opsìen ini sìesìuai dìengan Pasal 191  (UU HKPD). Pasal ini mìenyatakan bahwa 

kìetìent ìuan opsìen mìulai bìerlakìu pada tahìun 2025 sìetìelah  diìundangkannya UU 

HKPD pada tanggal 5 Janìuari 2022. Lìebih lanjìut, pada bagian kìetìent ìuan ìumìum, 

dinyatakan bahwa opsìen adalah pìungìutan tambahan pajak mìenìurìut pìersìentasìe 

tìertìent ìu dìengan sist ìem pìemìungìutan yang diatìur dìengan ataìu bìerdasarkan 

mìekanismìe di Pìeratìuran Pìemìerintah Pasal 35 Tahìun 2023. 

 

Opsìen adalah bagian dari piggyback tax. Bìerdasarkan UU HKPD, ada tiga jìenis 

pajak yang dikìenakan opsìen. Opsìen dikìenakan atas pajak tìerìutang dari Pajak 

Kìendaraan Bìermotor (PKB), Bìea Balik Nama Kìendaraan Bìermotor 

(BBNKB),opsìen atas PKB dan BBNKB sìebìenarnya mìerìupakan bìent ìuk lain dari 

mìekanismìe bagi hasil pajak provinsi. Jika sìebìelìumnya kìedìua pajak tìersìebìut diakìui 

pìenìuh sìebagai pajak provinsi, maka mìekanismìe opsìen mìembìuat pajak tìersìebìut 

diproporsikan sìecara langsìung. Dìengan skìema ini, daìerah dapat mìenìumbìuhkan 

kìemandirian fiskalnya tanpa adanya bìeban pajak barìu bagi wajib pajak. Di sisi lain, 

proporsi langsìung jìuga mìembìuat arìus transfìer akan lìebih ìefisiìen karìena pìenìerimaan 

yang dihasilkan akan sìekìetika dicatat sìebagai PAD tanpa mìenìunggìu bagi hasil dari 

provinsi. Karìena adanya kìetìepatan wakt ìu atas pìenìerimaan, skìema opsìen 

mìembìerikan kìepastian pìenìerimaan dana bagi daìerah. Hal ini mìembìerikan 

flìeksibilitas dalam pìenggìunaan dana tìersìebìut sìesìuai kìebìut ìuhan masing-masing 

tingkat pìemìerintahan. 

 

Undang-Undang No 1 Tahìun 2022 pasal 4 ayat 1 dan 2, mìenyatakan bahwa 

pìemìerintah mìenìetapkan opsìen atas Pajak Kìendaraan Bìermotor dan BEA Balik 

Nama Kìendaraan Bìermotor mìenjadi pìungìutan Pìemìerintah Kabìupat ìen/Kota, sìerta 

Opsìen MLBB akan dipìungìut olìeh pìemìerintah provinsi. Kìebijakan ini bìert ìujìuan 

ìunt ìuk mìeningkatkan kìemandirian daìerah tanpa mìembìebani wajib pajak. Opsìen 

pajak ini bìerbìeda dìengan skìema bagi hasil pajak. Opsìen pajak mìembìerikan 

kìelìelìuasaan lìebih kìepada daìerah dalam mìenggìunakan dana pajak. Diharapkan 

opsìen pajak dapat mìendorong daìerah ìuntìuk mìeningkatkan pìendapatan dan kìualitas 

pìengìelolaan kìeìuangannya. Pìenìerimaan dari opsìen pajak akan dicatat sìebagai 

pìendapatan asli daìerah (PAD), dan mìembìerikan kìepastian atas pìenìerimaan pajak 

sìerta kìelìelìuasaan bìelanja atas pìenìerimaan tìersìebìut pada tiap lìevìel pìemìerintahan. 
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Hal ini diharapkan dapat mìembant ìu daìerah dalam mìeningkatkan kìualitas 

pìerìencanaan, pìenganggaran, dan r ìealisasi APBD. 

 

2.5.2 Pìengìertian Dan Tìujìuan Opsìen Pajak Kìendaraan Bìermotor 

Bìerdasarkan kìet ìent ìuan Pasal 1 angka 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 2022, 

Opsìen Pajak Kìendaraan Bìermotor yang sìelanjìutnya disìebìut Opsìen PKB mìerìupakan 

opsìen yang dikìenakan olìeh kabìupat ìen/kota atas pokok Pajak Kìendaraan Bìermotor 

sìesìuai dìengan kìet ìent ìuan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan. 

 

Opsìen PKB tìerbagi mìenjadi dìua jìenis ìutama, yait ìu tambahan pajak ìunt ìuk kìendaraan 

bìermotor  dan  BBNKB. Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 1 Tahìun 2022 mìenìetapkan 

bahwa tarif opsìen pajak PKB sìebìesar 66% dari pajak tìerìutang, sìemìentara tarif opsìen 

pajak BBNKB jìuga sìebìesar 66% dari pajak t ìerìutang. 

 

Sìebagai bagian dari pìenìerapan kìebijakan ini, Sìurat Kìetìetapan Kìewajiban 

Pìembayaran (STNK) akan dipìerbarìui dìengan mìenambahkan dìua kolom barìu ìunt ìuk 

mìencatat informasi mìengìenai opsìen PKB dan opsìen BBNKB. Hal ini bìertìujìuan 

ìunt ìuk mìeningkatkan transparansi dalam p ìengawasan dan pìembayaran pajak.  

 

Opsìen Pajak bìertìujìuan ìunt ìuk mìempìerlìuas sinìergi pìemìungìutan dan mìempìercìepat 

pìenyalìuran pajak yang sìebìelìumnya dibagi hasilkan. Sìehingga dalam jangka 

panjang diharapkan tìercapai pìeningkatan pìenìerimaan pajak. Opsìen sìecara ìumìum 

tidak mìenambah bìeban administrasi pìerpajakan wajib pajak. Opsìen PKB 

mìerìupakan  Opsìen yang dikìenakan olìeh kabìupat ìen/kota atas pokok PKB sìesìuai 

dìengan kìet ìent ìuan pìerat ìuran pìerìundang-ìundangan. 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 Cara M ìenghitìung Opsìen Pajak kìendaraan B ìermotor 

Komponìen Utama Dalam Pìerhit ìungan Opsìen Pajak Bìermotor 
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a) Pajak Kìendaraan Bìermotor dan Bìea Nama Kìendaraan Bìermotor 

PKB dihit ìung bìerdasarkan nilai jìual kìendaraan bìermotor (NJKB) dan bobot 

kìendaraan, yang mìencìerminkan tingkat kìerìusakan jalan akibat kìendaraan tìersìebìut. 

Tarif PKB ìumìumnya bìesarannya maksimal 1,2% dari NJKB sìesìuai UU HKPD 

yang barìu, tìergant ìung pada pìerat ìuran daìerah yang bìersangkìutan. Dan Bìea Nama 

Kìendaraan Bìermotor Opsìen BBNKB jìuga sìebìesar 66% dari pajak BBNKB 

tìerìutang. 

b) Opsìen Pajak Kìendaraan Bìermotor 

1) Hit ìung Pajak PKB Awal: 

PKB = NJKB x Tarif PKB 

Contoh: Jika nilai jìual kìendaraan bìermotor (NJKB) adalah Rp250 jìuta dan tarif 

PKB dit ìetapkan sìebìesar 1,5%, maka: PKB = Rp250.000.000 x 1,2% = 

Rp3.000.000. 

 

2) Hit ìung Opsìen PKB: 

Opsìen PKB dihit ìung sìebìesar 66% dari pajak PKB yang t ìelah dihit ìung. 

Opsìen PKB = 66% x PKB Opsìen PKB = 66% x Rp3.000.000 = Rp1.980.000  

 

3) Hit ìung Total PKB yang Har ìus Dibayar: 

Total pajak kìendaraan bìermotor yang har ìus dibayarkan adalah jìumlah antara PKB 

awal dan opsìen PKB. 

Total PKB = PKB + Opsìen PKB 

Total PKB = Rp3.000.000 + Rp1.980.000 = Rp4.980.000 

Maka, nilai pajak yang har ìus dibayarkan Rp4.980.000 ataìu sìekitar 1,9% hal ini 

sìesìuai UU yang bìerlakìu bìerkisar 1-2% 

 

 

 

 

2.5.4 Manfaat Opsìen Pajak 

Sìebagai ìupaya mìembìerikan pìemìerataan ìunt ìuk pìenìerimaan pajak daìerah bagi 

Pìemìerintah Kabìupat ìen/Kota tìerdapat sìejìumlah manfaat yang dibìerikan dalam 
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pìenìerapan pajak opsìen.  

 

1. Pìercìepatan Pìenìerimaan Pìendapatan Daìerah 

Dìengan mìekanismìe opsìen, bagian pìendapatan dari Pajak Kìendaraan Bìermotor 

(PKB) dan Bìea Balik Nama Kìendaraan Bìermotor (BBNKB) yang mìenjadi hak 

kabìupat ìen/kota dapat dit ìerima lìebih cìepat. Hal ini mìenggantikan sist ìem bagi hasil 

yang sìering kali mìengalami kìetìerlambatan pìenyalìuran. 

 

2. Pìeningkatan Kìemandirian Fiskal Daìerah 

Pajak opsìen kìendaraan bìermotor mìembìerikan flìeksibilitas bagi pìemìerintah daìerah 

dalam mìengìelola pìendapatan, sìehingga dapat mìenyìesìuaikan tarif pajak sìesìuai 

dìengan kondisi sosial, ìekonomi, dan lingkìungan daìerah masing-masing. Hal ini 

mìendorong kìemandirian fiskal dan p ìengìuatan sìumbìer pìenìerimaan daìerah.  

 

3. Pìerbaikan Postìur APBD Pìemìerintah Kabìupat ìen/Kota 

Pìenìerapan opsìen mìendorong kìerja sama yang lìebih baik antara pìemìerintah provinsi 

dan kabìupat ìen/kota dalam pìemìungìutan dan pìengawasan pajak. Hal ini diharapkan 

dapat mìeningkatkan ìefisiìensi dan ìefìektivitas sist ìem pìerpajakan daìerah.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Pìendìekatan Masalah 

Pìendìekatan masalah yang dig ìunakan dalam mìelakìukan pìenìelitian ini ialah 

pìendìekatan sìecara  Normatif  Empiris. Pìendìekatan sìecara  Normatif  Empiris adalah 

pìendìekatan yang dilakìukan pìenggabìungan  dìengan cara mìenìeliti data primìer Dan 

sìekìundìer yait ìu  kajian bìekìerjanya hìukìum dalam masyarakat.55 Pìenìelitian dilakìukan 

dìengan mìelakìukan kajian langsìung kìe narasìumbìer gìuna mìempìerolìeh kìejìelasan 

informasi t ìerkait pìemanfaatan Opsìen pajak kìendaraan bìermotor Di Wilayah 

Provinsi Bant ìen dan kontribìusinya pada PAD Kabìupatìen Pandìeglang. Pìenggìunaan 

kìedìua pìendìekatan t ìersìebìut bìertìujìuan ìunt ìuk mìempìerolìeh gambaran sìerta 

pìemahaman yang kompr ìehìensif dan akìurat tìerhadap pìermasalahan yang dikaji 

dalam pìenìelitian ini sìebagai dasar pìenìulisan skripsi. 

 

3.2 Sìumbìer Data 

3.2.1 Data Primìer 

Data primìer adalah data yang dip ìerolìeh ataìu dikìumpìulkan sìecara langsìung olìeh 

pìenìeliti dari sìumbìer data ìutama. Dalam pìenìelitian ini data tìersìebìut dipìerolìeh 

mìelalìui wawancara dìengan informan yang bìerasal dari.

                                                

55 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji,  (2010) Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada,, hlm. 70 
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Narasìumbìer bìerikìut; 

1. H. Epy Shaifìullah, S.Ag., M.Si. sìebagai Kìepala Samsat Pandìeglang,; 

2. Agìus Sìunìendar,S.H., M.H. sìebagai Kìepala Sìub Bagian Tata Usaha ; 

3. Hj. Ina Rokhaìeti, S.E., M.M. sìebagai kasi pìenìerimaan dan Pìenagihan; 

4. Dr. Asìep Mìuslim, S.Sos., M.si sìebagai Kìepala BAPENDA Kabìupat ìen 

Pandìeglang; dan 

5. 20 Wajib Pajak Pajak Kìendaraan Bìermotor 

Kìemìudian diolah sìedìemikian rìupa agar mìempìerolìeh bahan kajian yang sìesìuai 

dìengan pokok pìermasalahan yang sìedang di t ìeliti.56 

 

3.2.2 Data Sìekìundìer 

Data sìekìundìer adalah data yang dip ìerolìeh pìenìeliti sìecara tidak langsìung, mìelalìui 

kìegiatan st ìudi kìepìustakaan tìerhadap sìumbìer-sìumbìer hìukìum yang rìelìevan dìengan 

pìermasalahan yang dit ìeliti. Pìengìumpìulan data sìekìundìer dilakìukan dìengan cara 

mìenìelaah bìukìu, dokìumìen, sìerta pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang bìerlakìu. Data 

sìekìundìer dalam pìenìelitian ini t ìerdiri atas bahan hìukìum primìer, bahan hìukìum 

sìekìundìer, dan bahan hìukìum t ìersiìer. 

 

1. Bahan hìukìum primìer adalah bahan hìukìum yang tìerdiri atas pìeratìuran 

pìerìundang-ìundangan, risalah r ìesmi, pìutìusan pìengadilan dan dokìumìen rìesmi 

nìegara.57 Bahan hìukìum primìer yang digìunakan dalam pìenìelitian, ialah 

sìebagai bìerikìut: 

a. Undang-ìundang Dasar Nìegara Rìepìublik Indonìesia Tahìun 1945; 

b. Undang-ìundang Nomor 28 Tahìun 2009 tìentang Pajak Daìerah dan Rìetribìusi 

Daìerah; 

c. Undang-ìundang Nomor 1 Tahìun 2022 tìentang Hìubìungan Kìeìuangan antara 

Pìemìerintah Pìusat dan Pìemìerintahan Daìerah; 

d. Pìeratìuran Pìemìerintah Rìepìublik Indonìesia Nomor 35 Tahìun 2023 Tìentang 

Kìet ìent ìuan Umìum Pajak Daìerah Dan Rìetribìusi Daìerah; 

                                                

56Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Bandung: 

Alfabeta, hlm.71-73. 
57 Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. hlm.59. 
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e. Pìeratìuran Daìerah Provinsi Bant ìen Nomor 1 Tahìun 2024 Tìentang Pajak 

Daìerah Dan Rìetribìusi Daìerah; 

f. Pìeratìuran Gìubìernìur Bant ìen Nomor 24 Tahìun 2022 Tìentang Pìengìurangan 

Pokok Dan/Ataìu Pìenghapìusan Sanksi Administratif Bìerìupa Dìenda Pajak 

Kìendaraan Bìermotor, Bìea Balik Nama Kìendaraan bìermotor Pìenyìerahan 

Kìedìua, Dan Sìetìerìusnya Dan Pajak Bahan Bakar Kìendaraan Bìermotor. 

g. Pìeratìuran Gìubìernìur Bant ìen nomor 18 tahìun 2024 tìentang pìengìurangan, 

pìembìebasan pokok dan/ataìu sanksi administratif pajak k ìendaraan bìermotor 

dan bìea balik nama kìendaraan bìermotor pìenyìerahan kìedìua dan sìet ìerìusnya 

h. Pìeratìuran Gìubìernìur Bant ìen Nomor 22 Tahìun 2021 Tìentang Pìenghit ìungan 

Dasar Pìengìenaan Pajak Kìendaraan Bìermotor Dan Bìea Balik Nama 

Kìendaraan Bìermotor. 

i. Pìeratìuran Gìubìernìur Bant ìen Nomor 22 Tahìun 2024 tìentang Pìemìungìutan 

Opsìen Pajak Kìendaraan Bìermotor Dan Opsìen Bìea Balik Nama Kìendaraan 

Bìermotor Dan Bìent ìuk Sinìergi Pìemìungìutan Pajak Kìendaraan Bìermotor Dan 

Bìea Balik Nama Kìendaraan Bìermotor. 

j. Pìeratìuran Gìubìernìur Bant ìen Nomor 1 Tahìun 2025 Tìentang Tata Cara 

Pìemìungìutan Pajak Daìerah Dan Rìetribìusi Daìerah 

k. Pìeratìuran Gìubìernìur Bant ìen Nomor 2 Tahìun 2025 Tìentang Dasar Pìengìenaan 

Pajak Kìendaraan Bìermotor, Bìea Balik Nama Kìendaraan Bìermotor, 2024. 

l. Pìeratìuran Daìerah Kabìupat ìen Pandìeglang Nomor 4 tahìun 2024 tìentang 

Pajak Daìerah dan Rìetribìusi Daìerah 

 

2. Bahan hìukìum sìekìundìer adalah bahan hìukìum yang mìembìerikan pìenjìelasan 

mìengìenai bahan hìukìum primìer.58 Bahan hìukìum sìekìundìer yang dijadikan 

bahan ìunt ìuk mìendìukìung pìenìelitian ini bìerbìent ìuk bìukìu hìukìum, jìurnal 

hìukìum, majalah hìukìum, hasil pìenìelitian hìukìum,  

 

 

 

                                                

58 Amiruddin & Zainal Asikin, (20004) Pengantar Metode Penelitian Hukum, jakarta: Radja 

Grafindo Persada, hlm.29-30. 
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3. Bahan hìukìum tìersiìer mìerìupakan bahan hìukìum yang bìerfìungsi mìembìerikan 

pìenjìelasan t ìerhadap bahan hìukìum primìer dan bahan hìukìum sìekìundìer. 

Bahan hìukìum tìersiìer antara lain mìelipìuti Kamìus Hìukìum, Kamìus Bìesar 

Bahasa Indonìesia, ìensiklopìedia, sìerta ìensiklopìedia hìukìum.. 

 

3.3 Mìetodìe Pìengìumpìulan Data dan Pìengìelolaan Data 

3.3.1 Mìetodìe Pìengìumpìulan Data 

Pìengìumpìulan data pada pìenìelitian ini dilakìukan, dìengan stìudi pìustaka dan st ìudi 

lapangan. Sìebagai bìerikìut: 

 

1. Stìudi Pìustaka (Library Rìesìearch)  

Stìudi kìepìustakaan dilakìukan dìengan mìenìelìusìuri ìundang-ìundang, pìeratìuran 

pìemìerintah, sìerta lit ìerat ìur hìukìum yang t ìerkait dìengan kìekìuatan pìembìuktian 

kìetìerangan saksi. Prosìes ini mìencakìup mìembaca, mìengìutip, dan mìenyìelìeksi data 

yang rìelìevan dìengan pokok bahasan sìerta lingkìup pìenìelitian. 

 

2. Stìudi lapangan (Fiìeld Rìesìearch)  

Stìudi lapangan dilakìukan dìengan mìengìunjìungi lokasi pìenìelitian sìecara langsìung 

ìunt ìuk mìempìerolìeh data primìer yang akìurat, lìengkap, dan valid. Pìengìumpìulan data 

dilakìukan mìelalìui wawancara tìerpimpin, t ìerarah, dan mìendalam, sìesìuai dìengan 

pokok pìermasalahan yang dit ìeliti. Wawancara ini dit ìujìukan ìunt ìuk mìendapatkan 

data dan informasi yang komprìehìensif dari masyarakat t ìerkait Opsìen Pajak 

Kìendaraan Bìermotor di Provinsi Bant ìen sìerta kontribìusinya t ìerhadap Pìendapatan 

Asli Daìerah Kabìupat ìen Pandìeglang 
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3.3.2 Pìengìelolaan Data 

Tahapan pìengolahan data dalam pìenìelitian ini mìelipìuti kìegiatan-kìegiatan sìebagai 

bìerikìut; 

1. dìentifikasi data dilakìukan dìengan mìencari dan mìenìelaah data yang r ìelìevan 

ìunt ìuk disìesìuaikan dìengan pìembahasan pìenìelitian, mìelalìui kajian t ìerhadap 

pìeratìuran, bìukìu, ataìu artikìel yang bìerkaitan dìengan jìudìul dan pìermasalahan.  

2. Klasifikasi data mìerìupakan tahap pìengìelompokan hasil idìentifikasi, 

sìehingga data dapat tìersìusìun sìecara sist ìematis dan objìektif.  

3. Pìenyìusìunan data dilakìukan dìengan mìenata data sìesìuai sist ìematika 

pìenìelitian yang t ìelah dit ìetapkan, agar mìemìudahkan pìenìeliti dalam 

mìenganalisis dan mìengint ìerprìetasikan informasi yang dip ìerolìeh. 

 

3.4 Analisis Data 

Analisis data yang dit ìerapkan dalam pìenìelitian ini ìunt ìuk mìenjawab pìermasalahan 

yang dikaji adalah analisis d ìeskriptif kìualitatif. Analisis dìeskriptif kìualitatif 

mìerìupakan t ìeknik pìengolahan data yang mìenyajikan informasi dalam bìent ìuk ìuraian 

ataìu gambaran vìerbal mìengìenai sìubjìek dan objìek pìenìelitian, yang dilakìukan sìecara 

sist ìematis, tìerstrìuktìur, logis, tidak tìumpang tindih, dan ìefìektif.



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

5.1 Kìesimpìulan 

Bìerdasarkan hasil pìenìelitian dan pìembahasan skripsi ini, maka k ìesimpìulan dari 

pìenìelitian ini adalah sìebagai bìerikìut:  

1.  pìelaksanaan Opsìen PKB Di Kabìupat ìen Pandìeglang 

Mìekanismìe pìemìungìutan Opsìen Pajak Kìendaraan Bìermotor (PKB) pada prinsipnya 

tìelah mìemiliki dasar hìukìum yang jìelas, yakni diat ìur sìecara ìumìum mìelalìui Pìerat ìuran 

Pìemìerintah Nomor 35 Tahìun 2023, kìemìudian diìuraikan lìebih rinci dalam Pìerat ìuran 

Gìubìernìur Bant ìen Nomor 22 Tahìun 2024. Sìecara normatif, kìetìentìuan tìersìebìut 

mìembìerikan landasan yìuridis sìekaligìus pìedoman tìeknis bagi pìemìerintah daìerah 

dalam mìelaksanakan pìemìungìutan opsìen PKB. Dari sisi implìemìentasi, 

pìelaksanaannya rìelatif sìudah bìerjalan dìengan baik dan mìembìerikan kontribìusi 

tìerhadap pìeningkatan Pìendapatan Asli Daìerah (PAD). Namìun dìemikian, dalam 

praktiknya masih dijìumpai sìejìumlah kìendala, baik yang bìersifat administratif, 

tìeknis, maìupìun sosialisasi kìepada masyarakat. Kìendala-kìendala tìersìebìut 

mìenìunjìukkan bahwa mìeskipìun rìegìulasi dan mìekanismìe t ìelah t ìersìedia, ìefìektivitas 

pìemìungìutan opsìen PKB masih mìemìerlìukan ìevalìuasi dan pìerbaikan bìerkìelanjìutan 

agar tìujìuan pìeningkatan kìemandirian fiskal daìerah dapat tìercapai sìecara optimal 

 

2. Dampak positif dan NìegatifOpsìen Pajak Kìendaraan bìermotor.  

Pìenìerapan Opsìen Pajak Kìendaraan Bìermotor (PKB) tìerbìukti mìembìerikan dampak 

positif t ìerhadap pìeningkatan Pìendapatan Asli Daìerah (PAD). Kìebijakan ini 

bìerkontribìusi pada pìeningkatan signifikan pìenìerimaan daìerah, khìusìusnya dari 

sìektor pajak kìendaraan bìermotor di Kabìupat ìen Pandìeglang. Lonjakan pìenìerimaan
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tìersìebìut mìencìerminkan ìefìektivitas opsìen PKB sìebagai instrìumìen fiskal daìerah yang 

mampìu mìempìerkìuat kapasitas kìeìuangan pìemìerintah daìerah dalam mìembiayai 

pìembangìunan dan pìelayanan pìublik. 

 

5.2 SARAN  

1. Pìeningkatan Kapasitas SDM dan Sist ìem Tìeknologi Informasi 

Pìemìerintah Provinsi Bant ìen dan Kabìupat ìen Pandìeglang pìerlìu mìempìerkìuat 

kapasitas SDM di instansi yang t ìerlibat tìerhadap pìemìungìutan Opsìen PKB dan 

BBNKB sìerta mìempìercìepat int ìegrasi sist ìem informasi pìerpajakan antara provinsi 

dan kabìupat ìen, agar prosìes pìencatatan, pìelaporan, dan pìelacakan dana opsìen dapat 

dilakìukan sìecara akìurat, cìepat, dan transparan 

 

2. Optimalisasi Sosialisasi dan Ed ìukasi kìepada Wajib Pajak 

Dipìerlìukan stratìegi komìunikasi pìublik yang lìebih masif dan t ìerstrìuktìur, baik 

mìelalìui mìedia cìetak, digital, maìupìun langsìung kìe masyarakat, agar pìemahaman 

tìentang opsìen PKB mìeningkat dan bìerdampak pada kìepatìuhan pìembayaran pajak, 

tìerìutama di daìerah tìerpìencil. 

 

3. Pìengìuatan Koordinasi dan Sinìergi Antar-Instansi 

Pìemìerintah provinsi dan kabìupat ìen pìerlìu mìempìerkìuat kìerja sama mìelalìui forìum 

rìutin, mìekanismìe monitoring bìersama, sìerta kìesìepakatan tìeknis dalam bìent ìuk MoU 

ataìu PKS ìunt ìuk mìemastikan kìelancaran pìelaksanaan opsìen dan pìenyalìuran dana 

sìecara tìepat waktìu. 

 

4. Pìenìerapan Rìegìulasi Tìeknis yang harìus ditingkatkan 

Pìemìerintah Provinsi Bant ìen bìersama pìemìerintah kabìupat ìen harìus sìegìera mìenyìusìun 

dan mìenyìempìurnakan at ìuran t ìeknis yang mìenjadi pìedoman implìemìentasi opsìen 

PKB, tìermasìuk mìekanismìe pìenghit ìungan, pìenyalìuran, dan pìelaporan pìenggìunaan 

dana. 
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